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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT INTRACA HUTANI LESTARI  

UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) 
 

 
1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma 
Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 
sebagai LPVI 

: LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama 
Menteri Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 
September 2025 

g. Tim Audit : a) Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor PHL Produksi) / Lead 
Auditor Under Supervisi 

b) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHL Sosial) / Lead Auditor 
Supervisor 

c) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHL Prasyarat) 
d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHL Ekologi) 
e) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor VLHH Kayu) 

h. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU  

 
 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT INTRACA HUTANI LESTARI (PT IHL) 

b. Alamat Kantor : Gedung CCM Lantai 7 Jalan Cikini Raya No. 95 Jakarta Pusat 

c. Nomor SK PBPH : No.838/Kpts-II/1999 tanggal 5 Oktober 1999 Jo. No. 
SK.1244/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 
2021  

d. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±42.050 Hektar di Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung dan Kab. 
Bulungan, Prov. Kalimantan Utara  

e. Nomor S-PHL : 005.SPHL.017 berlaku sampai dengan 1 Februari 2031 

f. MR auditi untuk kegiatan 
audit 

: Nama : Pamuji Raharjo 
Jabatan  : General Manager 
Surat Penunjukkan  : 07/IHL/MR/2026 tanggal 01 Juli 2026 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 
 

No. 
Tahapan 

Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan 
koordinasi 
dengan : 
Direktorat PUPH 
sebelum penilaian 
lapangan 

30 Juni 2026  Dilakukan secara online menggunakan aplikasi 
Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan 
koordinasi 
dengan : Instansi 
Kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian 
lapangan 

13 Juli 2026  Dilakukan secara offline di kantor BPHL Wil. XIII 
di Samarinda 

 Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5a Rev. 1 

14 Juli 2026  Dilakukan secara offline di kantor Dinas 
Kehutanan Prov. Kalimantan Utara di Tanjung 
Selor  

 Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5a Rev. 1 

3. Pelaksanaan 
penilaian 
lapangan  

15 – 19 Juli 
2026 

 Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal 
PBPH auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk menyampaikan 
rencana teknis pelaksanaan audit dan tata 
tertibnya, dan diakhiri dengan pertemuan 
penutupan, untuk menyampaikan hasil audit dan 
kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan dibuatkan 
BAP menggunakan form F1-02.7 Rev.1, dan 
untuk pertemuan penutupan form F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor prasyarat 

(Amin Pujiyanto), produksi (Rafael Satria), 
ekologi (Mahardika Larasati) dan sosial 
(Wasis Kuncoro) menggunakan Standar : 
1) Penilaian Kinerja PHL sesuai Lampiran 

1.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan 

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL No, 2 
Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026. 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan menggunakan 
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 
2022 oleh auditor VLHH Kayu (Bayu Satria 
Pramana) 
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No. 
Tahapan 

Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ringkasan Hasil Kegiatan  

 Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat 
menggunakan checklist sesuai form F1-02.8 
Rev.1 

4. Pertemuan 
koordinasi 
dengan : Instansi 
Kehutanan di 
daerah setelah 
penilaian 
lapangan 

20 Juli 2026  Dilakukan secara offline di kantor Dinas 
Kehutanan Prov. Kalimantan Utara di Tanjung 
Selor 

 Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5b Rev.1 

 Laporan sementara telah diserahkan kepada 
Bpk. Sutanto 

21 Juli 2026  Dilakukan secara offline di kantor BPHL Wil. XIII 
di Samarinda 

 Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5b Rev.1 

 Laporan sementara telah diserahkan kepada 
Bpk. Imron 

 
 
4. HASIL AUDIT : 
4.1   HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 
 

A. Aspek PRASYARAT 

 

1. Indikator 
1.1 

: Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 
1.1.1 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai 
tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta 
TBT dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen legal yang lengkap terkait SK PBPH berupa  
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 

Oktober 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No :13/Kpts-II/1997 
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas  Areal Hutan Seluas 
± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Central Cipta 
Murdaya. Mengubah nama badan hukum yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, Lampiran Surat Keputusan 
dan Peta Areal Kerja yang semula atas nama PT Central Cipta Murdaya menjadi PT 
Intraca Hutani Lestari. 

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 
tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpts-II/1999 
Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas  Areal Hutan Seluas 
± 42.050 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 
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- SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.1244/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/ 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang perubahan 
atas keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 
Oktober 1999. Pada Addendum ini ditetapkan perubahan sepanjang menyangkut 
nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 

Dokumen administrasi tata batas tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata 
batas meliputi : 
1. Laporan TBT Nomor 1333/1998; 
2. Laporan TBT Nomor 1453/2007; 
3. Laporan TBT Nomor 1454/2007; 
4. Laporan TBT Nomor 1455/2007; 
5. Laporan TBT Nomor 1456/2007 
6. Instruksi Kerja sesuai dokumen No. INS.8/BPKHTL.IV/PBPH/PLA.4.1/2/ 2024 

sebagaimana surat Kepala BPKHTL Wilayah IV Samarinda No. 
S.86/BPKHTL.IV/PBPH/PLA.4.1/ 2/2024 tanggal 13 Februari 2024. 

b. Verifier 
1.1.2 

: Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kewajiban pemancangan batas PT Intraca Hutani Lestari sepanjang 281,76 Km dan telah 
direalisasikan sepanjang 156,21 Km atau sebesar 55,44% sesuai dengan laporan tata batas 
No. 1453 Tahun 2007; 1454 Tahun 2007; 1455 Tahun 2007; 1456 Tahun 2007 yang 
merupakan batas persekutuan dengan PT Intracawood Manufacturing; dan No. 1333 Tahun 
1998; yang merupakan batas persekutuan dengan PT Adindo Hutani Lestari. 
PT Intraca Hutani Lestari memiliki kewajiban untuk melakukan penataan batas kembali 
terhadap keseluruhan batasnya sampai dengan temu gelang berupa : 
a. Menyusun rencana penataan batas sesuai dengan dokumen pernyataan No. 78/KUH-

2/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 1 Desember 2016.   
b. Menunjuk Konsultan Pelaksana Tata Batas atas nama PT Fasada Bersama dan telah 

disampaikan kepada BPKHTL Wilayah IV Samarinda sesuai dengan surat No. 001/GA-
IHL/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. 

c. Mendapatkan dokumen Instruksi Kerja sesuai dokumen No. 
INS.8/BPKHTL.IV/PBPH/PLA.4.1/2/ 2024 tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana surat 
Kepala BPKHTL Wilayah IV Samarinda No. S.86/BPKHTL.IV/PBPH/PLA.4.1/2/2024 
tanggal 13 Februari 2024 tentang Penyampaian Instruksi Kerja Penataan Batas Areal 
Kerja PBPH-HT (d.h IUPHHK-HT) PT Intraca Hutani Lestari. 

d. Terdapat perkembangan di lapangan terkait adanya perubahan fungsi kawasan hutan 
menjadi areal penggunaan lain (APL) pada areal PT IHL, maka terdapat perkembangan 
trayek penataan batas sebagaimana dituangkan dalam Instruksi kerja No. 
INS.8/BPKHTL.IV/PBPH/ PLA.4.1/2/2024 tanggal 2 Februari 2024 sepanjang 
±207.059,02 meter. Panjang trayek batas ±207.059,02 meter ini tidak termasuk trayek 
batas perubahan fungsi kawasan yang berubah menjadi APL yang akan diatur kemudian 
dengan penyusunan Instruksi Kerja dan Peta Kerja yang baru. 
Trayek tata batas untuk perubahan fungsi kawasan menjadi APL akan dituangkan dalam 
instruksi kerja dan peta kerja tersendiri. 
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e. Trayek penataan batas PT IHL mengacu kepada Instruksi Kerja No. 
INS.8/BPKHTL.IV/PBPH/ PLA.4.1/2/2024 tanggal 2 Februari 2024 sepanjang 
±207.059,02 meter di luar batas perubahan fungsi kawasan yang berubah menjadi APL.  

Di dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2027 – 2036 PT Intraca Hutani Lestari yang 
disahkan oleh Dirjen PHL atas nama Menteri Kehutanan melalui SK No. 4384 tanggal 7 Mei 
2026 disebutkan dalam Pakta Integritas bahwa PT Intraca Hutani Lestari akan menyelesaikan 
proses tata batas pada bulan Desember 2027.  
PT Intraca Hutani Lestari melakukan kegiatan pemeliharaan batas yang lama sudah ada dan 
berbatasan dengan batas PBPH-HA PT Intracawood Manufacturing berdasarkan : 
1. Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Batas Konsesi IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani 

Lestari No. 001/RK-PTB/IHL/IV/2025 tanggal 21 April 2025.. 
2. Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Batas Konsesi IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani 

Lestari No. 001/RK-PTB/IHL/I/2026 tanggal 19 Januari 2026.  
Uji petik pal batas dilakukan atas hasil kegiatan pemeliharaan tahun 2025 sebanyak 7 pal 
batas yang berada pada Trayek C-D dari hasil pemeliharaan sebanyak 45 pal batas, 
dengan hasil dapat dijumpai pala  batas dengan kondisi terpelihara.  

c. Verifier 
1.1.3 

: Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang 
membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan data dari Kantor BPHL XIII Samarinda Fragmentasi pada areal Kerja PT Intraca 
Hutani Lestari adalah sebagai berikut : 

No 
Fungsi 

Kawasan 
Hutan 

Luas 
Areal 
(Ha) 

PPTPKH 
(Ha) 

APL (Ha) 
PPKH 
(Ha) 

Total 
(Ha) 

After 
(Ha) 

1 Hutan 
Produksi 
Tetap (HP) 

31.055,21 591,98  191,05 591,98 30.463,23 

2 Hutan 
Produksi 
Konversi 
(HPK) 

183,39 156,38   156,38 27,01 

3 Tubuh Air 1,20    0 1,20 

4 Areal 
Penggunaan 
Lain (APL) 

10.341,67 287,95 10.341,67  10.341,67 0,00 

Jumlah 41.581,47 1.036,31 10.341,67 191,05 11.090,03 30.491,44 

Berdasarkan hasil pendataan atas penggunaan lain pada areal kerja diketahui sebagai 
berikut :  

No 
Nama 

Pengguna 
Janis 

Perizinan No Izin 
Luas 
(Ha) Keterangan 

1 PUPR PPKH 726/MENLHK/SETJEN/ 
PLA.0/ 7/2022 Tanggal 15 
Juli 2022 

124,62 Jalan Negara 

2 Bupati Tana 
Tidung 

PPKH 578/Menhut-II/2012 Tanggal 
05 Oktober 2012 

168,54 Jalan Arteri Kab. 
Tana Tidung 
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3 PT PLN 
Persero 

PPKH 52/1/IPPKH/PMDN/2018 
Tanggal 04 Juni 2018 

38,89 Jaringan SUTET 

4 Masyarakat, 
Pemda dan 
perladangan 

- - 400,31 Pemukiman, Kantor 
Desa, Sarana 
Ibadah, 
perambahan 
perladangan dll. 

Jumlah   732,36  

Berdasarkan table di atas luas areal kerja terpakai yaitu 11.822,39 Ha sisa 30.227,61 Ha. 
Besarnya fragmentasi 11.822,39 Ha/42.050 Ha atau 28,11%  

d. Verifier 
1.1.4 

: Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Berdasarkan data fragmentasi dan pendataan terkait penggunaan lainnya sebagaimana 
dijelaskan pada verifier 1.1.3 diketahui bahwa areal kerja di luar fragmentasi yaitu seluas 
30.227,61 Ha. Pada kegiatan RKT tahun 2025 dan 2026 PT IHL tidak bisa merencanakan 
luas RKT sesuai dokumen RKU karena ada penguasaan oleh masyarakat.  
Dalam dokumen RKU untuk blok RKT tahun 2025 direncanakan seluas 3.455 Ha sedangkan 
yang bisa direalisasikan sebagai blok RKTPH seluas 1.675 Ha. Dengan demikian areal yang 
tidak bisa dimasukan RKT seluas 1.780 Ha. Tahun 2026 dalam RKU direncanakan RKT 
seluas 3.072 sedangkan yang bisa direalisasikan  sebagai blok RKTPH seluas 1.135 Ha. 
Dengan demikian areal yang tidak bisa dimasukan pada RKT seluas 1.937 Ha. Dengan 
demikian jumlah keseluruhan pada RKT 2025 dan 2026 yang tidak bisa dimasukan dalam 
RKT seluas 3.717 Ha (dikuasai masyarakat). 
Berdasarkan data diatas luas areal kerja yang tidak bisa dikuasai oleh PT IHL terdiri dari 
APL, PPKH, Pemukiman, Kantor dan Sarana Umum serta areal yang dirambah dan 
dikuasai seluas  15.539,39 Ha sisa 26.510,61 Ha. Besarnya areal bisa dikuasai 26.510,61 
Ha/42.050 Ha atau 63,04%.. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: 15 / 21 x 100% = 71,43 %  ( SEDANG )   

 

2. Indikator 
1.2 

: Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 
1.2.1 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Visi dan Misi PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan keputusan Direksi No. 
002/DIR-IHL/SK/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Visi dan Misi 
PT Intraca Hutani Lestari, sebagai berikut : 
Visi Perusahaan : 
"Terwujudnya hutan tanaman industri lestari yang bersertifikat PHL sesuai dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan di Hutan Linung dan Hutan Produksi untuk menghasilkan kayu 
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pertukangan yang berkualitas sebagai bahan baku industri pengolahan kayu 
dengan tetap menjaga keseimbangan antara kelestarian fungsi produksi, fungsi 
ekologi dan fungsi sosial sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha serta 
memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat" 
Misi Perusahaan : 

1. Terwujudnya unit pengelolaan hutan tanaman industri yang efektif dan 
efisien dengan jaminan kepastian hukum atas status dan keberadaan 
kawasan hutan produksi yang dikelola; 

2. Meningkatkan kualitas, potensi, produktivitas dan optimalisasi pemanfaatan 
hutan tanaman industri; 

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme di dalam 
memnbangun hutan tanaman industri; 

4. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk 
melestarikan keanekaragaman hayati 

5. Meningkatkan prakarsa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 
setempat 

6. Meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan 
masyarakat, pendapatan daerah dan negara; 

7. Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara nasional maupun 
regional 

Visi dan Misi dan tujuan  PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan kerangka PHPL 
Kelestarian produksi tercantum dalam Misi nomor 1, 2, 3 dan 7. Kelestarian ekologi 
tercermin pada Misi nomor 3, 4 dan 6. Kelestarian sosial tercermin pada Misi 
nomor 3, 5, 6 dan 7. 
Sosialisasi Visi dan Misi PT Intraca Hutani Lestari telah dilakukan pada kepada 
karyawan di Camp Betayau dan Kantor di Camp Riyan. Pemajangan visi misi 
terlihat di Kantor Rian baik di ruang meeting atau tempat lainnya yang mudah 
dilihat oleh karyawan. Hasil pengamatan di Camp Bekayau menunjukan bahwa 
visi misi tidak ditemukan dipajang. Hasil wawancara dengan karyawan baik di 
Kantor Rian maupun di Camp Bekayau menunjukan bahwa secara detail karyawan 
tidak hafal namun mengetahui maksud dan tujuan yang tertuang dalam visi misi. 
Selama periode audit penilikan ke-1 kegiatan sosialisasi tahun 2025 terkait visi 
misi telah dilakukan pada masyarakat setempat pada kurun waktu Maret – April 
2025 yaitu di desa Kelembunan, desa Kalising, desa Periuk, desa Bekiliu, desa 
Mendopo dan desa Bebakung (pada pelaksanaan sosialisasi di desa Bebakung 
dokumen pelaksanaan tidak dilengkapi dengan Daftar Hadir). Namun demikian 
pada kurun waktu 22 Mei – 30 Juni 2025 terdapat Surat Penolakan atas kegiatan 
operasional PT Intraca Hutani Lestari oleh masyarakat desa Mendopo, desa 
Periuk, desa Bebakung, desa Kelembunan, desa dan desa Kelising. Pada RKT 
2026 kegiatan sosialisasi visi misi dilakukan pada kurun waktu bulan Juli 2026 satu 
bulan setelah disahkannya RKTPH Tahu 2026 di desa yang masuk dalam wilayah 
RKTPH yaitu Rian Rayo, Bambang, Sapari, Bekiliu, Seputuk dan Kelising. 
Terdapat keterlambatan pengesahan RKTPH tahun 2026 dan juga sosialisasi visi 
misi sekitar 6 bulan. Di lapangan dijumpai adanya perambahan areal dan dilakukan 
penanaman oleh masyarakat.   
PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen visi dan misi legal dan sesuai 
dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin 
dan masyarakat setempat. Sebagian Berita Acara sosialisasi tidak dilengkapi 
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dengan dokumentasi atau Daftar Hadir. Hasil wawancara yang dilakukan oleh 
auditor Sosial dengan Pengurus Desa di desa Kelembunan, Bekiliu dan 
Bebakung diperoleh informasi bahwa sosialisasi RKT dengan jelas disampaikan 
namun terkait visi misi dan kawasan lindung mereka merasa tidak mendapatkan 
penjelasan memadai. 

b. Verifier 
1.2.2 

: Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Visi dan Misi PT Intraca Hutani Lestari telah diimplementasikan dalam bentuk 
pengelolaan hutan lestari pada hutan produksi untuk pengelolaan hutan tanaman. 
Tingkat kesesuaian implementasi kegiatan dengan visi misi 

No Implementasi Visi Misi 

1 Terwujudnya unit pengelolaan hutan tanaman industri yang efektif dan 
efisien dengan jaminan kepastian hukum atas status dan keberadaan 
kawasan hutan produksi yang dikelola. 
Realisasi penataan batas 55,44%. 

2 Meningkatkan kualitas, potensi, produktivitas dan optimalisasi 
pemanfaatan hutan tanaman industri; 
- Realisasi penanaman tahun 2025 sebesar 1,55% 
- Realisasi produksi tahun 2025 sebesar 0,24% 
- Ketersediaan SOP Pemanfaatan Hutan lengkap, nilai 100% 
- Ketersediaan Ganis PH sebesar 80% 
- Realisasi luas RKT sebesar 42,71% 

Rata-rata 44,9%  

3 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme di 
dalam memnbangun hutan tanaman industri; 
Realisasi peningkatan SDM berdasarkan dokumen perencanaan sebesar 
62,5% 

4 Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana 
untuk melestarikan keanekaragaman hayati 
Nilai aspek Ekologi sebesar 66,67% 

5 Meningkatkan prakarsa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 
setempat 
Verifier 4.2.6. Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan, nilai 70% 

6 Meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan 
masyarakat, pendapatan daerah dan negara; 
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya, nilai 70%. 

7 Memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara nasional 
maupun regional. 
Nilai kinerja PHL periode terakhir 74,43%. 
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Rata-rata tingkat implementasi visi misi 63,42% 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: 4 / 9 x 100% = 44,44 %  ( BURUK )   

 

3. Indikator 
1.3 

: Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional 
bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 
1.3.1 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 
pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Intraca Hutani Lestari memiliki Struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh 
Direktur melalui Surat Keputusan No. 001/DIR-IHL/SK/IX/2024 tanggal 30 
September 2024. Keputusan ini kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan 
No.  002/DIR-IHL/SK/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Penetapan 
Struktur Organisasi PT Intraca Hutani Lestari. Pada SK tersebut terdapat lampiran 
berupa bagan struktur organisasi.  
Dalam Struktur Organisasi, terlihat Direktur (Prajna Murdaya) yang membawahi 
General Manajer (Pamuji Raharjo), Satuan Pengawas Internal/SPI (Mulya Adijaja) 
dan Finance Controller (Hery Susanto). Satuan Pengawas Internal memiliki 
Anggota (Yunus Tako) sedangkan Finance Controller dibantu oleh Manager 
Finance (Sudiarto), Pejabat General Manejer membawahi Manajer Supporting 
(Iwan Ridwan Safari) dan Manajer Operasional. (Christy D Wowor). Manajer 
Suporting membawahi Superintendent Planning (Act Nobertus Geleuk), 
Superintendent Lingkungan (Diana Koswara), Superintendent HRD dan GA (Act 
Herlena) dan Superintendent Comdev (Act Ali Faju). Manajer Operasional 
membawahi Camp Manajer Wilayah 1 (Daniel Bria) dan Camp Manajer Wilayah 2 
(Marlis Napitupulu). Camp Manajer Wilayah 1 membawahi Superintendent Nurseri 
(Act Sahrul), Superintendent Plantation (Yusuf Dobili) dan Superintendent 
Harvesting LC (Amos Topparan). Camp Manajer Wilayah 2 membawahi 
Superintendent Plantation (Suryadi) dan Superintendent Harvesting LC (Jimi). 
Jabatan SPI berada di abwah Direktur dan bertanggung jawab pada Direktur. 
Hasil telaah lebih lanjut terkait Struktur Organisasi dan Nama Karyawan beserta 
jabatan yang ada dalam Daftar Karyawan bulan Juli 2026 menunjukan bahwa 
terdapat ketidaksinkronan antara Struktur Organisasi dengan Jabatan yang 
tersedia di lapangan. Terdapat 1 jabatan Manajer dan 10 jabatan Kabag yang 
tertera dalam Daftar Karyawan dan ada di lapangan namun belum terakomodir 
pada nomenklatur Struktur Organisasi.  

b. Verifier 
1.3.2 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga 
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki tenaga profesional kehutanan berupa 
sarjana kehutanan dan tenaga menengah kehutanan sebagai berikut : 

No Nama Sarjana Jabatan Bidang 
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1 Pamuji Raharjo, S.Hut., 
M.Sc 

S2 Kehutanan Manajemen 

2 Iwan Ridwan Safari, S.Hut S1 Kehutanan Manajemen 

3 Rasyid Ramadhani S1 Kehutanan  

4 Aceng Hidayatullah SMK 
Kehutanan 

Perencanaan 

Adapun tenaga teknis pengelolaan hutan (Ganis PH) yang tersedia saat ini adalah 
sebagai berikut : 

No Nama Ganis 
PH 

Nomor Berlaku Status 

1 Aceng 
Hidayatullah 

Canhut 01240022593 05/11/24 – 
05/11/29 

Aktif 

2 Amos Tapparan Nenhut 02220017521 16/11/22 – 
16/11/27 

Aktif 

3 Yusuf Dobili Binhut 03230007286 16/11/22 – 
16/11/27 

Aktif 

4 Ali Faju Binhut 03250023487 17/06/25 – 
17/06/30 

Aktif 

5 Cristhie D 
Wowor 

PKB 23220008107 16/11/22 – 
16/11/27 

Aktif 

6 Diana Koswara PKB 23230008205 16/11/22 – 
16/11/27 

Aktif 

7 Marlis 
Napitupulu 

PKB 23230008630 16/11/22 – 
16/11/27 

Aktif 

8 Rasyid 
Ramadhan 

PKB 23230020250 09/10/23 – 
09/10/28 

Aktif 

Pada periode Penilikan ke-1 terdapat 2 orang Ganis PH yang sedang dalam 
masa dibekukan yaitu : 

No Nama Ganis 
PH 

Nomor Berlaku Status 

1 Daniel 
Bria 

PKB 23230008479 16/11/22 – 
16/11/27 

Dibekukan 

2 Hasan 
Udin 

PKB 23220008230 16/11/22 – 
16/11/27 

Dibekukan 

Ketersediaan Ganis PH PT Intraca Hutani Lestari  pada saat audit bulan Juli tahun 
2026 diverifikasi  sebagai berikut : 

No 
Kompetensi 
GANISPH 

JUMLAH Bidang 
Penugasan RKUPH Keperluan Realisasi 

1. Kurpet 1 1 0 (tidak tersedia) 

2. Canhut 2 2 1 Perencanaan 
(Susun RKT, ITSP 
dll) 
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3. Binhut 3 3 2 Keling dan Kesos 

4. Nenhut 2 2 1 LOA/Harvesting 
HTI 

5. PKB 2 8 4 LHP (2); SKSHHK 
(3); P3KB (1) 

 Jumlah 10 16 8 80% 

Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, 
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang 
kegiatan/organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL sebesar 80% (≥70%) dari 
kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan namun belum memiliki 
Ganis PH Kurpet.  
Berdasarkan analisis beban kerja dibanding dengan rencana kegiatan opersional 
pada periode Penilikan ke-1 dimana terdapat lokasi pemanenan yang berada 
pada dua kabupaten maka dinilai belum cukup memiliki Ganis PH PKB 
khususnya setelah dua Ganis PH PKB mendapatkan suspend. Di sisi lain 
dengan meningkatnya permasalahan sosial termasuk adanya penolakan 
kegiatan operasioanal maka Ganis PH Binhut yang menangani masalah sosial 
masih kurang. 

c. Verifier 
1.3.3 

: Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Dalam dokumen RKAP Tahun 2025 PT Intraca Hutani Lestari tidak mencantumkan 
secara spesifik rencana dan realisasi biaya Pendidikan dan Pelatihan namun 
terdapat rencana dan realisasi biaya Penelitian dan Pengembangan (Litbang).  
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Ganis PH PT Intraca Hutani Lestari telah 
merencanakan kegiatan pemenuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen 
RKTPH tahun 2025 dan 2026. Rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM 
pada periode audit sebagai berikut : 

No Tahun 
Rencana 
(orang) 

Realisasi 
(orang) 

Prosen 
(%) 

Keterangan 

1 2025 4 1 25,0 Ujikom an. Ali Faju (11 – 12 
Juni 2025) 

2 2026 3 3 100,0 Ujikom an. Nurfitria, Johanes 
M Seran dan Ladislaus Bria 
(2 – 3 Juni 2026) 

Rata-rata 62,5  

Terdapat bukti pelaksanaan pelatihan berupa : 
1. Surat Tugas Ujikom 
2. Sertifikat Kompetensi 

Selain kegiatan peningkatan SDM yang direncanakan, pada tahun 2025 dan 
2026 terdapat realisasi peningkatan SDM namun tidak direncanakan seperti 
Pembinaan Perbaikan Penilaian Kinerja, Penilaian Kinerja Ganis PH, Kegiatan 
Evaluasi Kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu pada PBPH, Sosialisasi Peermen 
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LHK No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi 
Administrasi bidang Lingkungan Hidup. 

d. Verifier 
1.3.4 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan 
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan di PT Intraca Hutani Lestari, 
diketahui terdapat dokumen ketenagakerjaan dan telah diimplementasikan untuk 
pengelolaan katenagakerjaan. Hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen 
ketenagakerjaan khususnya terkait tenaga profesional kehutanan dan Ganis PH di 
lapangan diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen 
ketenagakerjaan terkait tenaga profesional kehutanan dan Ganis PH sebagai 
berikut : 
1. Daftar Karyawan Bulam Juni 2026 (memuat Ganis PH) 
2. Ijazah Pendidikan Kehutanan 
3. Sertifikat Kompetensi Ganis PH 
4. Kartu Ganis dari SIGANISHUT 
5. SK Persetujuan penugasan Ganis PH dari BPHL Wilayah XIII Samarinda 
6. SK Penempatan Ganis PH dari Direktur PT Intraca Hutani Lestari 
7. Pengangkatan sebagai karyawan bahwa seluruh Ganis PH merupakan 

karyawan tetap  
8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti 

penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang 
karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.  

Secara umum PT Intraca Hutani Lestari telah menjalankan dan melaksanakan 
ketentuan normatif yang diperuntukkan bagi pekerja dan karyawannya, dan telah 
menjalankan peraturan perundangan berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan normatif yang berlaku dengan ketersediaan dokumen 
ketenagakerjaan secara lengkap. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

: 15 / 21 x 100% = 71,43 %  ( SEDANG )   

 

4. Indikator 
1.4 

: Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan 
Produksi 

a. Verifier 
1.4.1 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Intraca Hutani Lestari diverifikasi memiliki peralatan untuk menunjang 
berjalannya sistem informasi berbasis teknologi digital maupun analog dan 
jaringan internet yang memadai untuk menjalankan sistem informasi dan 
pelaporan dari lapangan ke Basecamp serta ke kantor Tarakan dan Jakarta. 
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Informasi dan pelaporan dari lapangan dapat disampaikan melalui telepon dan 
input data pada aplikasi yang ada dan data dapat diakses oleh pengguna data 
sesuai dengan kepentingan dan wewenangnya. Sistem informasi berjalan efektif. 

b. Verifier 
1.4.2 

: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Intraca Hutani Lestari memiliki Organisasi SPI sebagimana tergambar dalam 
Struktur Organisasi. SPI bertanggung jawab langsung terhadap Direktur. Terdapat 
SK Penetapan Tim SPI PT IHL berupa Surat Keputusan Direktur No. 008/DIR-
IHL/SK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan menunjuk personil SPI sebagai 
berikut : 

1. Ketua Pengawas : Reza Kusuma Wardana 
2. Anggota  : Rasyid Romadhoni, S.Hut. 
3. Staf Lapangan : Sandy Nayoan 

PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen SOP tentang Satuan Pengawas 
Internal yang menjadi acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan 
dokumen sebagai berikut : 

1. SOP SPI No. 01/IA/07/IX/2017 Revisi 01 tanggal 01 September 2017 
2. SOP Tindakan Koreksi No. 14/PLAN/01/XI/2024 Revisi 02 tanggal 14 

November 2024 
3. SOP Pengukuran No. 13/PLAN/01/XI/2024 Revisi 03 tanggal 14 

September 2024 
Pada periode audit terdapat Rencana Kerja SPI Tahun 2025 dan 2026 yaitu audit : 

1. Landclearing 
2. Pemeliharaan 
3. Proyek Bangunan 
4. Pembelian Kayu 
5. Stock Opname Logistik 
6. Tahunan 
7. Stock Bibit 
8. Penanaman 

Terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan SPI 

No Pemeriksaan Pemeriksaan Keterangan 

1 Tahun 2025 dan 
2026 

SO Stock Bibit Persemaian Rian dan 
Betayau 

2 Tahun 2025 dan 
2026 

SO Logistik 
(barang) 

Estate Rian dan Betayau 

3 14/04/25 Plantation Estate Rian 

4 30/06/25 Plantation Estate Rian 

5 05/08/25 Nursery Estate Rian 

6 11/09/25 Harvesting Estate Betayau 

Dari hasil waancara dan pengamatan lapangan diketahui bahwa terdapat tahapan 
kegiatan yang tidak dilakukan audit/evaluasi berupa penataan batas Blok RKT 
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(realisasi rendah disbanding rencana dalam RKU) dan pengamanan dan 
perlindungan hutan. 
PT Intraca Hutani Lestari memiliki SPI dan telah melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi 
namun belum efektif pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan. 

c. Verifier 
1.4.3 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 
evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi pada saat kegiatan penilikan ke-1 menunjukan telah dilakukan 
kegiatan perbaikan atas sebagian rekomendasi SPI namun belum seluruhnya. 
Diantara yang sudah diselesaikan yaitu : 
- Di persemaian tidak dijumpai bibit yang pada 30 September 2024 diminta 

untuk dibuang. Bibit yang tersedia pada saat penilikan ke-1 berumur 1 tahun 
(12 bulan). 

- Hasil pengamatan di Petak R.14.A RKT tahun 2024 menunjukan bahwa telah 
dilakukan penanaman kembali (susulan) setelah adanya temuan dari SPI 
berupa temuan Audit tanggal 14 Oktober 2024 pada bidang Plantation 
kegiatan penanaman pada petak R14A terdapat temuan ketidaksesuaian 
berupa data tanam dengan kondisi yang ada di petak tersebut yaitu di 
lapangan belum ada penanaman, namun di laporan (data tanam) Petak 
tersebut sudah selesai ditanam dengan rekomendasi berupa perlu teguran 
kepada pengawas agar tidak terulang kembali, Pengawas harus melakukan 
pengecekan kembali di lapangan sebelum melaporkan, Areal yang belum 
ditanam agar segera ditanam dan hariannya akan dihitung 

Rekomendasi SPI yang belum bisa diselesaikan yaitu terkait penyelesaian 
masalah social yang menghambat kegiatan harvesting. Hingga pelaksanaan 
kegiatan Penilikan ke-1 masih terjadi hambatan dari masyarakat atas kegiatan 
operasional. Terdapat Surat Penolakan atas kegiatan operasional PT Intraca 
Hutani Lestari oleh masyarakat desa Mendopo, desa Periuk, desa Bebakung, 
desa Kelembunan, desa dan  desa Kelising.  

d. Verifier 
1.4.4 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian 
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Intraca Hutani Lestari memiliki personil yang ditunjuk untuk mengoperasikan 
Sistim Informasi Manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan seperti SICAKAP/ SIPASHUT, SIPUHH Online, SI PNBP, 
SIGANISHUT, dan SIPONGI serta SIMPEL. Terdapat SK Direktur PT Intraca 
Hutani Lestari  yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi 
manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 
Penunjukan operator SIM Kementerian LHK PT Intraca Hutani Lestari  

No Nama SIM 
Tenaga 

Pelaksana 
SK Direksi 

1 SIPASHUT Jajang Supardi No. 005/GM-
IHL/SK/VIII/2023  
tanggal 1 Agustus 23 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 15 dari 78 
 

Aceng 
Hidayatuloh 

001/GM-IHL/SK/IX/2024  
tanggal 01 Oktober 2024 

2 SIPUHH dan 
SIPNPB 

Rasyid 
Romadhoni, 
S.Hut. 

No. 001/GM-
IHL/SK/I/2022  
tanggal 1 Januari 2022 
No. 002/GM-
IHL/SK/I/2022  
tanggal 1 Januari 2022 

3 SIGANISHUT Pamuji Raharjo No. 001/GM-
IHL/SK/VI/2026  
tanggal I Juni 2026 

 Fredi Tandi 
Russun, S.Pd 

No. 006/GM-
IHL/SK/XI/2023  
tanggal 1 November 23 

4 SIMPEL, SIRAJA, 
PPU, PPA Gambut 

Ester, S.Kom No. 004/GM-
IHL/SK/VIII/2023  
tanggal 01 Agustus 23 

5 INAPORT Diana Koswara No. 001/GM-
IHL/SK/II/2023  
tanggal 01 Februari 2023 

6 SIPONGI Ali Faju, S.H. No. 002/GM-
IHL/SK/II/2023  
tanggal 01 Februari 2023 

PT Intraca Hutani Lestari telah menjalankan kewajiban pelaporan dengan hasil 
pengecekan sebagai berikut : 
1. Pada pelaporan SIPASHUT, PT Intraca Hutani Lestari telah menjalankan 

penyusunan RKTPH tahun 2022, 2025, dan 2026 melalui SIPASHUT dan 
pelaporan bulanan SIPASHUT diketahui bahwa Pelaporan Bulanan 
SIPASHUT pada 18 bulan pelaporan 9 bulan diantaranya belum dilaporkan, 
Ganis PH dilaporkan, Hotspot dilaporkan, Keuangan dilaporkan, Kemnitraan 
dilaporkan 
 Neraca tanaman dilaporkan, Pemetaan konflik tidak diisi, Tata batas 

dilaporkan, Sertifikasi dilaporkan 
2. Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi bahwa PT Intraca 

Hutani Lestari telah memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan 
penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH. PT Intraca Hutani Lestari 
pada saat audit diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP atas 
PSDH dan DR dari produksi kayunya. Selama periode audit Penilikan ke-1 
diterbitkan Buku Ukur dan LHP sebanyak 6 LHP dengan volume kayu sebesar 
136,27 m3, dierbitkan SKSHH dari TPK Hutan ke TPK Antara Selanyut 
sebanyak 23 set dengan volume sebesar  719,17 m3, diterbitkan dokumen 
DKDS atas kayu yang berada di TPK Hutan dan TPK ntara Selanyut, 
diterbitkan SPP PSDH sebesar Rp 1.144.668 dan telah dibayar 

3. Pada  pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT 
Intraca Hutani Lestari telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, 
terdapat SK Penugasan, SK Penempatan dan pelaporan harian kegiatan 
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GANISPH telah dilakukan melalui  SIGANISHUT. Namun demikian pada 
periode Penilikan ke-1 ini terdapat 2 (dua) orang Ganis PH yang tidak 
melakukan pelaporan secara rutin sesuai dengan ketentuan sehingga 
dikenakan sanksi yaitu an. Daniel Bria dan Hasan Udin.  

4. Pada pelaporan SIPONGI khusus telah dilakukan pelaporan terkait kondisi 
karhutla melalui SIPONGI dan diverifikasi bahwa pada areal PT Intraca Hutani 
Lestari dilaporkan pernah terdapat hotspot dan telah dilakukan pelaporannya 
melalui SIPONGI. Selama periode audit Penilikan ke-1 (18 bulan) PT Intraca 
Hutani Lestari telah melaporkan dengan skor berkisar 80% -85%.   

Terhadap pelaporan SIMPEL diverifikasi telah aktif digunakan untuk pelaporan 
kelola lingkungan termasuk pelaksanaan RKL RPL dan pengelolaan Limbah B3. 
Pelaporan yang telah dilakukan pada periode Penilikan ke-1 meliputi Semester I 
dan Semester II tahun 2025 serta Semester I tahun 2026. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

: 16 / 21 x 100% = 76,19 %  ( SEDANG )   

 

5. Indikator 
1.5 

: Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 
1.5.1 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 PT Intraca Hutani Lestari telah menyusun dan 
mengesahkan RKTPH sebagai berikut :.  
1. RKT Tahun 2025, SK No. 003/IHL-SHM/MA/RKT/2025 tanggal 25 April 

2025.  
Desa yang masuk dalam wilayah RKTPH Tahun 2025 meliputi desa 
Mendopo, desa Periuk, desa Bebakung, desa Kelembunan, desa Bekiliu dan  
desa Kelising. 

2. RKT Tahun 2026, SK No. 011/IHL-SHM/MA/RKT/VI/2026 tanggal 5 Juni 
2026.  
Desa yang masuk dalam wilayah RKTPH Tahun 2026 meliputi desa Rian 
Rayo, desa Bambang, desa Sapari, desa Seputuk, desa Bekiliu dan  desa 
Kelising. 

Selama periode audit penilikan ke-1 kegiatan sosialisasi tahun 2025 terkait hak-
hak dasar masyarakat pada kegiatan RKT telah dilakukan pada masyarakat 
setempat pada kurun waktu Maret – April 2025 yaitu di desa Kelembunan, desa 
Kalising, desa Periuk, desa Bekiliu, desa Mendopo dan desa Bebakung (pada 
pelaksanaan sosialisasi di desa Bebakung dokumen pelaksanaan tidak dilengkapi 
dengan Daftar Hadir).  
Namun demikian pada kurun waktu 22 Mei – 30 Juni 2025 terdapat Surat 
Penolakan atas kegiatan operasional PT Intraca Hutani Lestari oleh masyarakat 
desa Mendopo, desa Periuk, desa Bebakung, desa Kelembunan, desa dan desa 
Kelising. Pada RKT 2026 kegiatan sosialisasi dilakukan pada kurun waktu bulan 
Juli 2026 satu bulan setelah disahkannya RKTPH Tahu 2026 di desa yang 
masuk dalam wilayah RKTPH yaitu Rian Rayo, Bambang, Sapari, Bekiliu, 
Seputuk dan Kelising. Hasil telaah lebih lanjut pada dokumen Berita Acara 
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Sosialisasi menunjukan bahwa sosialisasi yang dilakukan terkait dengan Visi 
Misi, Kawasan Lindung dan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan 
dan Lahan sedangkan terkait RKT tidak disebutkan secara eksplisit. Terdapat 
persetujuan kerjasama PT IHL dengan desa sekitar termasuk pemberian honor 
aparat pemerintah desa dan adat serta bea siswa dan bantuan CSR lainnya 
namun terkait fee pemanenan (hasil dari tanaman kehidupan) belum 
terbayarkan. 

b. Verifier 
1.5.2 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit, tidak terdapat kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan 
informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat bahkan kegiatan sosialisasi terkait 
kawasan lindung tahun 2026 kepada masyarakat baru dilaksanakan di bulan Juli. 
Kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT Intraca Hutnai Lestari meliputi  Buffer 
Zone Hutan Lindung, Lereng >40%, Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), 
KawasanPelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Ekosistem Rawa/Gambut. 
Selama periode audit penilikan ke-1 kegiatan sosialisasi tahun 2025 terkait 
kawasan lindung telah dilakukan pada masyarakat setempat pada kurun waktu 
Maret – April 2025 yaitu di desa Kelembunan, desa Kalising, desa Periuk, desa 
Bekiliu, desa Mendopo dan desa Bebakung (pada pelaksanaan sosialisasi di 
desa Bebakung dokumen pelaksanaan tidak dilengkapi dengan Daftar Hadir). 
Namun demikian pada kurun waktu 22 Mei – 30 Juni 2025 terdapat Surat 
Penolakan atas kegiatan operasional PT Intraca Hutani Lestari oleh masyarakat 
desa Mendopo, desa Periuk, desa Bebakung, desa Kelembunan, desa dan desa 
Kelising. Pada RKT 2026 kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan pada 
kurun waktu bulan Juli 2026 satu bulan setelah disahkannya RKTPH Tahu 2026 
di desa yang masuk dalam wilayah RKTPH yaitu Rian Rayo, Bambang, Sapari, 
Bekiliu, Seputuk dan Kelising. Hasil telaah lebih lanjut pada dokumen Berita 
Acara Sosialisasi menunjukan bahwa sosialisasi yang dilakukan terkait dengan 
Visi Misi, Kawasan Lindung dan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
Hutan dan Lahan. Terdapat keterlambatan pengesahan RKTPH tahun 2026 dan 
juga sosialisasi kawasan lindung sekitar 6 bulan. Di lapangan dijumpai adanya 
kawasan lindung yang dirambah dan dilakukan penanaman oleh masyarakat.   

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

: 6 / 9 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   

 

B. Aspek PRODUKSI 

 

1
. 

Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a
. 

Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh 
pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen 
RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan RKUPH PBPH Periode 
Tahun 2027 – 2036. Dokumen RKU PT IHL telah dilengkapi dengan Buku, 
Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. 
 RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 telah mendapatkan 

pengesahan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 

 RKUPH PBPH Periode Tahun 2027 – 2036 telah mendapatkan 
persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 4384 
TAHUN 2026 tanggal 7 Mei 2026 

b
. 

Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana 
jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok 
RKT) dengan dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkan selama periode audit sebagai 
berikut : 

Tahu
n  

RKU RKT  Kesesuaian 

Luas Posisi Luas Posisi 
Luas Posisi 

Ha Blok Ha Blok 

2025 3.455 I 1.675 I   48,48 % Sesuai 

2026 3.072 II 1.135 II 36,95 % Sesuai 

Rata-rata 42,71 % Sesuai 

Tingkat kesesuaian penataan areal kerja (blok RKT) selama periode Tahun 
2025 – 2026 sebesar 42,71 % atau ≤ 50 % sesuai dengan dokumen 
Rencana jangka panjang 

c
. 

Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 
5%) 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan observasi di lapangan, PT IHL telah melakukan penandaan 
batas Blok RKT dengan memasang plang RKT, penandaan batas berupa 
polet warna merah dan pemasangan identitas petak. Hasil observasi pada 
Blok RKT 2025 dan 2026 yang dilakukan secara sampling, pada Blok RKT 
2025 sampling dilakukan pada 5 petak dari total 67 petak (> 5 %) sementara 
pada Blok RKT 2026 sampling dilakukan pada 5 Petak dari total 46 Petak (> 
5 %) menunjukkan bahwa Tanda batas Blok dan Petak pada Blok RKT 
sebagian (>50%) terlihat dengan jelas di lapangan 

d
. 

Verifier 2.1.4 : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek 
(DPP) Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon 
melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan 
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jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not 
Applicable bagi yang tidak melaksanakan) 

Bobot : 1 

NILAI : Not Applicable 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Sesuai rencana pemanfaatan hutan dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 
2017 – 2026, PT IHL tidak merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa 
lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema 
perdagangan karbon sehingga verifier ini tidak diterapkan pada kegiatan audit 
penilikan ke-1 (kesatu) PHL saat ini 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 7 / 12 x 100% = 58,33 %  ( BURUK )   

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  
pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ 
jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana pemanfaatan 
hutan, PT IHL telah menggunakan data potensi sesuai rencana 
pemanfaatannya, yaitu : Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 
pada areal LOA (kayu tumbuh alami) dengan IS 100% dan inventarisasi 
tegakan pada areal hutan tanaman dengan IS 5%. Hasil observasi di 
lapangan sebagai berikut : 
1) ITSP Kayu Tumbuh Alami : Sampling dilakukan pada Petak M2D Blok 

RKT 2026, terdapat penandaan barcode pada pohon yang direncanakan 
untuk ditebang sesuai ketentuan. 

2) Inventarisasi Kayu Budidaya Hutan Tanaman Blok RKT 2025 : sampling 
pada Petak M7G menunjukkan bahwa hasil pengukuran kegiatan 
inventarisasi yang telah dilakukan sesuai dengan uji petik pengukuran di 
lapangan 

3) Inventarisasi Kayu Budidaya Hutan Tanaman Blok RKT 2026 : sampling 
pada Petak M6D dan M6F menunjukkan bahwa hasil pengukuran 
kegiatan inventarisasi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan uji petik 
pengukuran di lapangan, dimana diameter yang dicatat saat inventarisasi 
melebihi diameter sebenarnya akibat penggunaan alat ukur yang tidak 
standar 

Tersedia data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan 
inventarisasi tegakan dan telah dilengkapi dengan peta pendukung namun 
sebagian tidak sesuai dengan kondisi di lapangan 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan 
usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 20 dari 78 
 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu budidayanya, PT IHL telah 
melakukan pengukuran pada Petak Ukur Permanen (PUP) secara time series 
untuk mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan serta volume jatah 
tebang tahunannya. Selama periode tahun 2025 – 2026 PT IHL telah 
melaksanakan pengukuran PUP sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada 
4 Plot dan seluruhnya pada tegakan jenis sengon. Hasil observasi pada Plot 
PUP B27A menunjukkan kesesuaian antara fisik tanaman, catatan 
pengukuran di lapangan dengan tally sheet monitoring yang dibuat. 
Analisis data riap menunjukkan nilai CAI lebih tinggi dibandingkan MAI 
sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan tegakan masih berada pada 
fase akselerasi  dan belum mencapai puncak produktivitas biologis sehingga 
masih diperlukan pemantauan dan analisis secara continue untuk 
mendapatkan kondisi umur pemanfaatan kayu yang optimum sehingga dapat 
dijadikan dasar dalam penentuan riap tanaman dan daur rencana panen 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: 6 / 9 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   

 

3. Indikator 
2.3 

: Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin 
kelestarian hutan 

a. Verifier 
2.3.1 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan rencana jangka panjang & RKT yang diterbitkan, PT IHL melaksanakan 
usaha pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan 
buatan (THPB). Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur THPB, perusahaan telah 
menyusun SOP yang secara umum telah mengacu pada prinsip / pedoman dalam 
PermenLHK No. 8 Tahun 2021 untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya.  

b. Verifier 
2.3.2 

: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki SOP pada setiap tahapan kegiatan pemanfaatan hutannya. Hasil telaah 
terhadap implementasi SOP pada masing-masing tahapan kegiatan di lapangan yang 
dilaksanakan selama periode Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa sebagian 
implementasinya belum sesuai prosedur / prinsip sistem silvikultur THPB, seperti : 
penandaan Blok RKT dan Identitas petak namun baru dilakukan di sebagian petak kerja 
dan kondisi tanaman di lapangan belum dilakukan pemeliharaan secara optimal, hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya gulma yang lebih tinggi  dan tumbuh sekeliling tanaman 
pokok (sengon) 

c. Verifier 
2.3.3 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin 
kelestarian hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit PBPH PT IHL telah melaksanakan kegiatan penanaman dan/atau 
pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya. Rencana dan realisasi 
penanaman selama periode tahun 2025 berdasarkan laporan rencana dan realisasi RKT 
dalam Sipashut serta berita acara penanaman yang dibuat adalah sebagai berikut :   

Tahun Jenis 
Rencana (Ha) Realisasi (Ha) 

Pencapaian 
LOA HT Total LOA HT Total 

2025 Sengon 917,49 758,08 1.675,57 0 26,04 26,04 1,55 % 

Rincian kegiatan penanaman Tahun 2025 

No. Jenis Petak Luas (Ha) 

1 Sengon M-7A 10,36 

2 Sengon M-7B 9,18 

3 Sengon M-7C 6,50 

Total 26,04 

Realisasi penanaman selama periode audit dilaksanakan sebesar 1,55 % atau < 50 % 
dari RKTPH. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: 9 / 15 x 100% = 60,00 %  ( SEDANG )   

 

4. Indikator 
2.4 

: Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 
2.4.1 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT IHL telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan 
dalam usha pemanfaatan hutannya yaitu : 
- SOP Pembalakan Ramah Lingkungan, No. Dok. 05/HVT-IHL/IV/2024 

Rev. 5 Tanggal 4 April 2024 
- SOP Micro Planing, No. Dok. 01/HVT-03/IV/2024 Rev. 2 Tanggal 3 

April 2024 
b) Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan PT IHL memuat prosedur 

antara lain : pra perencanaan pemanenan, landscaping kawasan hutan, 
penyusunan peta rencana pemanenan, penandaan di lapangan, 
pembuatan jalan sarad dan TPn, pemanenan kayu, closing up, keselamatan 
dan kesehatan kerja, pencemaran lingkungan serta pedoman pelaksanaan 
survey dan pemetaan dalam proses pra pemanenan. 

c) Hasil telaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan 
yang dimiliki PT IHL menunjukkan kesesuaian prosedur dengan Lampiran 
XIV PermenLHK No. 8 tahun 2021 terkait pedoman penerapan teknik 
pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging. 

b. Verifier 
2.4.2 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 
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NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada implementasi 
kegiatan Tahun 2025 dan 2026, implementasi kegiatan usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu sebagian besar kegiatan pemanfaatan hutan selama periode 
audit belum dilakukan sesuai prinsip pembalakan ramah lingkungan, baik dalam 
perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pemanfaatan hutan sebagai contoh : 
kayu yang diproduksi selama periode audit yaitu kayu jabon sejumlah 136,27 
m3, seluruhnya (100 %) tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga 
menjadi lapuk dan berpotensi melepaskan emisi karbon (CH4) lebih banyak dari 
yang seharusnya.. 

c. Verifier 
2.4.3 

: Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact 
Logging/RIL) dalam  kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber 
daya hutan (biofisik) 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan sistem 
silvikultur THPB. Tingkat kerusakan sumber daya hutan dapat diukur dengan 
menghitung keterbukaan areal pada areal efektif. Keterbukaan areal efektif 
pada Blok RKT Tahun 2025 adalah sebagai berikut :  

No. RKT Areal 
Efektif 
(Ha) 

Areal Terbuka (Ha) Persentase 
Keterbukaan 

Areal  
Areal 
belum 

tertanam 

Sarpras Jalan Total 

1. 2025 758,08 27,56 - 1,06 28,62 3,78 % 

Terdapat keterbukaan areal pada areal efektif sebesar 3,78 % atau < 20 % 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

: 11 / 15 x 100% = 73,33 %  ( SEDANG )   

 

5. Indikator 
2.5 

: Kesesuaian RKUPH / RPKH dengan RKTPH / RTT serta realisasi produksi 
barang atau jasa yang menjamin usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 
2.5.1 

: Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit PT IHL telah menerbitkan dokumen RKT setiap tahunnya. 
Seluruh RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT dan 
Peta RKT. Dokumen RKT selama periode audit adalah sebagai berikut :  

RKT  Surat Keputusan Rencana Kegiatan Produksi 

2025 Keputusan Direktur Utama PT 
Intraca Hutani Lestari No. 003/IHL-
SHM/MA/ RKT/2025 tanggal 25 
April 2025 Tentang Persetujuan 
RKTPH Tahun 2025 

Land Clearing Kayu Tumbuh 
Alami untuk penyiapan lahan 
HT dan Pemanfaatan Kayu 
Budidaya Hutan Tanaman 
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2026 Keputusan Direktur Utama PT 
Intraca Hutani Lestari No. 011/IHL-
SHM/MA/ RKT/VI/2026 tanggal 5 
Juni 2026 Tentang Persetujuan 
RKTPH Tahun 2026 

Pemanfaatan Kayu Budidaya 
Hutan Tanaman 

Berdasarkan verifikasi dokumen, RKT Tahun 2025 dan 2026 disusun berdasarkan 
inventarisasi tegakan yang dilakukan pada areal LOA dan / atau Hutan Tanaman 
serta target pemanfaatan yang direncanakan tidak melebihi hasil inventarisasi yang 
dilakukan 

b. Verifier 
2.5.2 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT IHL telah membuat peta rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Peta dibuat 
oleh personil Ganis PH Perencanaan Hutan, diketahui oleh General Manager 
Forestry dan Disetujui dan Disahkan oleh Direktur Perusahaan 

b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT IHL  juga dilengkapi dengan 
peta kerja sebagai contoh :   
- Peta Microplanning Petak M7A, M7B, M7C, M7D dengan skala 1 : 5.000  
- Peta Kerja Pemenenan M7A, M7B, M7C dengan skala 1 : 10.000  
- Peta Kerja Penanaman M7B dengan skala 1 : 5.000  
- Peta Kerja Chemical Weeding B28B dengan skala 1 : 5.000  
- Peta Kerja Prunning B27B dengan skala 1 : 7.500 
- Peta Kerja Ring Weeding B35A dengan skala 1 : 5.000 
- Peta Kerja Total Weeding B27A dengan skala 1 : 2.500  

c) Berdasarkan telaah terhadap peta-peta di atas, batas-batas peta kerja yang 
dibuat PT IHL telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan 
keberadaan kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung sempadan sungai 

c. Verifier 
2.5.3 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT IHL telah dilakukan 
pada blok RKT berupa pemasangan plang RKT, pemasangan patok / identitas 
petak dan sebagian besar batas petak berupa jalan. 

b) Hasil uji petik penandaan pada Blok RKT 2025 dan 2026 menunjukkan 
kesesuaian dengan peta kerja. 

c) Kesesuaian penandaan di lapangan pada kawasan lindung sebagai berikut  :  
- Kawasan Lindung Bufferzone Gunung Ruka, telah dilakukan penandaan 

berupa pemasangan plang kawasan lindung pada titik koordinat N 3˚ 31’ 
2,451” E 116˚ 56’ 0,024”  dan telah dibuat penandaan batas sempadan 
sungai berupa polet 2 (dua) warna merah 

- Pada blok RKT 2025 maupun 2026 terdapat kawasan lindung Sempadan 
Sungai Birgian, telah dilakukan penandaan berupa pemasangan plang 
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kawasan lindung pada titik koordinat N 3˚ 20’ 19” E 116˚ 57’ 28”  dan telah 
dibuat penandaan batas sempadan sungai berupa polet 2 (dua) warna merah 

d) Penandaan batas blok dan kawasan lindung sesuai dengan peta kerja  

d. Verifier 
2.5.4 

: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 
pendek  

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit PBPH PT IHL menyusun rencana produksi berupa 
pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk penyiapan lahan hutan tanaman dan rencana 
pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman. Pencapaian realisasi produksi selama 
tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

RKTPH Rencana Realisasi Pencapaian 

Tahun Lokasi 
Pemanfaatan 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Luas 
(%) 

Volume 
(%) 

2025 

LOA 917,49 5.899,11 0 0 

3,20 0,24 HT 758,08 51.823,60 53,60 136,27 

Total 1.675,57 57.766,56 53,60 136,27 

Keterangan :  
Seluruh realisasi pemanfaatan adalah kayu budidaya hutan tanaman dengan jenis 
jabon 

Luas dan lokasi produksi sesuai RKTPH dengan rata-rata pencapaian volume 
produksi selama periode tahun 2025 sebesar 0,24 % atau ≤ 50 % dari volume 
produksi yang direncanakan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 14 / 18 x 100% = 77,78 %  ( SEDANG )   

 

6
. 

Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan 
produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta 
kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan 

a
. 

Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 
publik)  

Bobot : 1 

NILAI : Sedang  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 
kantor akuntan publik untuk periode Tahun 2024 dan 2025 yaitu :   
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 

laporan auditor independen No. 00140/2.1369/AU.2/01/1697-5/1/VI/2025 
tanggal 18 Juni 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Sarjen dan Rekan  

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 
laporan auditor independen No. 00177/2.1369/AU.8/01/1697-6/1/VI/2026 
tanggal 18 Juni 2026 oleh Kantor Akuntan Publik Sarjen dan Rekan 
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Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT IHL periode tahun 2024 dan 
2025 berdasarkan neraca keuangan dan laporan laba rugi yang disusun oleh 
Kantor Akuntan Publik diperoleh hasil sebagai berikut : Seluruh Opini / 
Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan selama 
periode Tahun 2024 & 2025 adalah wajar dengan parameter Profitabilitas 
Negatif, Solvabilitas dan Liquiditas < 150 % 

b
. 

Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 
periode tahun 2024 & 2025 yang dibuat oleh Finance Manager dan telah 
disetujui oleh General Manager Perusahaan. Alokasi dana selama periode 
Tahun 2024 dan 2025 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proposional, 
perbedaan lebih dari 50 % 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 
periode tahun 2024 & 2025 yang dibuat oleh Finance Manager dan telah 
disetujui oleh General Manager Perusahaan. Rata-rata realisasi alokasi dana 
pemanfaatan hutan selama periode tahun 2024 dan 2025 berdasarkan 
laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan yang dibuat mencukupi  
64,35 % atau 60 – 79 % dari kebutuhan. 

d
. 

Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 
periode tahun 2024 & 2025 yang dibuat oleh Finance Manager dan telah 
disetujui oleh General Manager Perusahaan. Rata-rata pendanaan untuk 
kegiatan teknis kehutanan selama periode tahun 2024 & 2025 mencapai 
56,71 %, berdasakan realisasi output kegiatan, pada periode yang sama 
pencapaian produksi Tahun 2024 mencapai 34,08 % sementara Tahun 2025 
hanya mencapai 0,24 % sehingga disimpulkan bahwa realisasi pendanaan 
untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar  

e
. 

Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 
periode tahun 2024 & 2025 yang dibuat oleh Finance Manager dan telah 
disetujui oleh General Manager Perusahaan. Rata – rata realisasi modal yang 
ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode tahun 2024 - 2025 mencapai 
54,41 % atau < 60 % dari jumlah yang direncanakan 
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f. Verifier 2.6.6 : Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh 
Kementerian yang membidangi keuangan 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen 
kantor akuntan publik dengan laporan terakhir periode Tahun 2025, yaitu : 
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan laporan 
auditor independen No. 00177/2.1369/AU.8/01/1697-6/1/VI/2026 tanggal 18 
Juni 2026 oleh Kantor Akuntan Publik Sarjen dan Rekan   
Kemampuan finansial PT IHL terkait kewajiban membayar pajak sesuai 
peraturan selama periode audit ditunjukkan dengan beberapa realisasi 
pembayaran pajak yang telah disetor / dilaporkan sebagai berikut : 
a) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2025  

Telah dibayarkan sesuai komitmen setiap bulannya dengan realisasi 
pembayaran terakhir yaitu pembayaran jatuh tempo bulan Juli 2026 
sejumlah nominal yang diwajibkan dengan bukti pembayaran berupa bukti 
transaksi pembayaran tanggal 8 Juli 2026 yang dicetak oleh bank a.n 
wajib pajak PT Intraca Hutani Lestari  

b) Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan  
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT IHL 
tercatat memiliki utang PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Telah ditunjukkan 
bukti pelunasannya berupa print out bukti pembayaran yang dicetak oleh 
bank masing-masing tertanggal 2 Maret 2026 dan 3 Februari 2026, a.n 
wajib pajak PT Intraca Hutani Lestari sejumlah nominal yang diwajibkan. 

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan  
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT IHL 
tercatat tidak memiliki utang PPN. Telah ditunjukkan SPT Masa PPN 
untuk masa Pajak Desember 2025 dimana status PPN lebih bayar 
sehingga disimpulkan bahwa PT IHL telah membayar kewajiban PPN 
sesuai dengan peraturan 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 17 / 30 x 100% = 56,67 %  ( BURUK )   

 

C. Aspek EKOLOGI 

 

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai 
Konservasi Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit, PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen 
perencanaan terbaru, yakni RKUPH Tahun 2026 Periode 2027 – 2036. Luas 
kawasan lindung mengalami perubahan dari 6.881 Ha menjadi 5.813 Ha. 
Perubahan luas kawasan lindung disebabkan oleh pengeluaran areal yang 
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sudah tidak memiliki fungsi perlindungan didalamnya dan penyesuaian luas 
sesuai hasil digitasi terbaru. Luas kawasan lindung ini telah ditetapkan 
manajemen sesuai Surat Keputusan Penetapan Kawasan Lindung Gambut 
dan Kawasan Lindung Lainnya (Non Gambut) oleh General Manajer PT IHL 
(An. Pamuji Raharjo) No. 005/GM-IHL/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026. Meskipun 
begitu, rencana dan realisasi pengelolaan di lapangan masih mengacu pada 
RKUPHHK-HTI Tahun 2018 Periode 2017-2026 sesuai dengan masa berlaku 
dokumen. 
Perbandingan luas kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari 

No. Jenis Kawasan Lindung 

Luas Kawasan Lindung (Ha) 

RKUPHHK-HTI 
Periode 2017-

2026 

RKUPH  
Periode 2027 – 

2036 

1. FLEG 475 

1.865  
2. FBEG 1.139 

3. Areal konservasi rawa/ 
gambut 404 

4. Sempadan Sungai 2.298 461  

5. Lereng E (>40%) 270 295  

6. KPSL 348 355  

7. KPPN 862 1.481  

8. Bufferzone Gunung Ruka 1.085 1.356 

 Total 6.881 5.813  

b) PBPH PT Intraca Hutani Lestari belum memiliki data hasil identifikasi Areal 
Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 
dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. PT Intraca Hutani Lestari telah merealisasikan penataan batas kawasan 
lindung sepanjang 195,60 Km. Selama periode audit, dilaksanakan kegiatan 
pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 37 Km (46,25%) dari 
rencana. 

b. Berdasarkan observasi lapang di kawasan lindung di SS. Seputuk 
(3˚34’15,516” N 116˚45’6,036” E), KL Rawa Gambut (3˚34’14,028” N 
116˚44’55,794” E), dan FBEG (3˚32’14,466” N 116˚45’57,894” E) penandaan 
batas telah terlihat jelas dan sesuai dengan prosedur. Batas rintis berupa cat 
warna merah polet bentuk “//” dengan frekuensi penandaan setiap 3-5 meter. 
Pada lokasi strategis telah dipasang papan nama kawasan lindung.  

c. Deliniasi ABKT (identifikasi lokasi, penandaan, dan pemasangan plang fungsi 
ABKT) belum dilaksanakan di lapangan. 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 
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NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Kondisi penutupan kawasan lindung di areal kerja PT Intraca Hutani Lestari 
didasarkan pada Peta Penafsiran Citra Satelit PT Intraca Hutani Lestari 
Tahun 2025 (Komposit Citra Satelit Landsat 8 OLI Path/Row 117/58 Band 
653, perekaman tanggal 27 Januari 2025 dan 24 Maret 2025) yang dibuat 
oleh PT Rinjani Parahita Nusantara. Areal berhutan di kawasan lindung 
seluas 4.581 Ha (78,81%) sedangkan areal tidak berhutan seluas 1.232 Ha 
(21,19%). 
Kondisi penutupan kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari 

No. Kawasan Lindung 
Tutupan Lahan 

Jumlah 
(Ha) 

LOA HT 
Non 

Hutan 
 

A. Perlindungan Keanekaragaman Hayati  

1. Buffer Kawasan Lindung 503 719 0 1222 

2. Sempadan Sungai 184 127 0 311 

3. Lereng >40% 245 0 0 245 

4. 
Kawasan Perlindungan 
Satwa Liar (KPSL) 

199 132 0 331 

5. 
Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah (KPPN) 

833 28 0 861 

6. 
Ekosistem 
Rawa/Gambut 

1496 115 0 1611 

B. Pemulihan Lingkungan 

1. Buffer Kawasan Lindung 0 0 134 134 

2. Sempadan Sungai 0 0 150 150 

3. Lereng >40% 0 0 50 50 

4. 
Kawasan Perlindungan 
Satwa Liar (KPSL) 0 0 24 24 

5. 
Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah (KPPN) 0 0 620 620 

6. 
Ekosistem 
Rawa/Gambut 

0 0 254 254 

  Total 3460 1121 1232 5813 

 
Kategori 

Berhutan 
4.581 Ha 
(78,81%) 

Nonhutan 
1.232 Ha 
(21,19%)  

 
b. Tingkat penutupan lahan berdasarkan observasi lapangan sebagai berikut : 

Kawasan 
Lindung 

Koordinat Kondisi Penutupan 
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Sempadan 
Sungai Seputuk 

3˚34’15,516” N 
116˚45’6,036” 

E 

Hutan primer dan LOA, tutupan 
rapat, struktur tegakan/stratifikasi 
tajuk beragam 

KL Rawa 
Gambut 

3˚34’14,028” N 
116˚44’55,794” 

E 

Hutan primer, jenis tanaman khas 
rawa gambut (Api-api / Avicennia 
sp.), tutupan rapat 

FBEG  3˚32’14,466” N 
116˚45’57,894” 

E 

LOA, semak belukar, stratum D 
(perdu, pohon kecil), tutupan 
jarang (open canopy) 

FLEG 3˚32’30,552” N 
116˚46’20,67” 

E 

Areal terbuka (perambahan sawit 
masyarakat) 

KPPN 3˚31’12,168” N 
116˚53’37,284” 

E 

LOA, tutupan sedang 

c. Pada periode audit, PBPH PT Intraca Hutani Lestari melaksanakan kegiatan 
penanaman/rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis : Meranti, Kapur, 
Keruing, Banggeris, Ulin, Kayu Putih, Sengon, dan Buah-buahan dengan 
realisasi : 

Tahun  Rencana 
(Ha) 

Realisasi (Ha) % 

2025 515,25 22,77 4,42 

2026 14,00 8,50 60,71 
 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain 
gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: a. Dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan 
ekosistem gambut =  
 RKUPHHK-HTI Tahun 2018 Periode 2017 – 2026 yang disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4589/MenLHK-PHPL/HPL.1/7/2018 tanggal 4 
Juli 2018.  

 RKUPH PBPH PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2026 Periode 2027 – 2036 yang disetujui 
sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 4384 Tahun 2026 tanggal 7 Mei 2026. 

b. Dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui 
oleh pejabat yang berwenang = Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem 
Gambut, Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan 
Curah Hujan Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1 : 50.000 PT 
Intraca Hutani Lestari yang disahkan sesuai Keputusan Dirjen Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK 168 Tahun 2024. 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Pada areal PT Intraca Hutani Lestari masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai 
ketentuan di kawasan lindung, yakni perambahan masyarakat di areal 
kawasan lindung. Hasil pengamatan di lokasi FLEG (3˚32’30,552” N 
116˚46’20,67” E) sebagian telah mengalami perambahan masyarakat. PT IHL 
belum mengidentifikasi luas kawasan lindung yang mengalami perambahan 
secara lengkap. 

b. PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan upaya penyelesaian gangguan 
pada kawasan lindung melalui sosialisasi terpadu namun belum dilaksanakan 
secara rutin setiap tahun pada seluruh desa binaan.  
 RKT 2025 : Desa Kelising, Maritam, Bekiliu, Kelembunan, Mendupo, Rian 

Rayo, Periuk, dan Bebakung 
 RKT 2026 : Desa Bekiliu, Rian Rayo, Sapari 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau 
tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Selama periode audit, PT Intraca Hutani Lestari telah melaksanakan beberapa 
kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan mendokumentasikan 
kegiatan tersebut dalam berita acara/laporan pengelolaan kawasan lindung yang 
mencakup kegiatan : 

a. Pemeliharaan batas kawasan lindung 
b. Penyuluhan/sosialisasi kawasan lindung (belum lengkap pada setiap 

desa binaan) 
c. Pemasangan papan nama dan papan peringatan 
d. Pendataan jenis flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung 
e. Kegiatan patroli perlindungan hutan di kawasan lindung 
f. Penanaman di kawasan lindung 

Selama periode audit, PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah membuat Laporan 
Pelaksanaan RKL-RPL dan melaporkannya ke instansi terkait secara elektronik 
melalui website SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan 
Hidup). 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: 20 / 27 x 100% = 74,07 %  ( SEDANG )   

 

2. Indikator 
3.2 

: Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 
3.2.1 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri 
dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, 
pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang 
teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT IHL telah lengkap 
sesuai dengan gangguan/potensi gangguan hutan di wilayah konsesi serta telah 
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mengacu pada aturan terkait, namun sebagian prosedur belum mengacu pada 
aturan/ketentuan yang berlaku, diantaranya : 

No. Judul SOP Nomor dan 
Tanggal 

Keterangan 

A. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran 

1. SOP 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Kebakaran 
Hutan dan 
Lahan 

01/FP/13/III/2019 
Rev. 04 
Tanggal 26 Februari 
2026 

Substansi/isi prosedur dan 
acuan lengkap 

2. SOP Patroli dan 
Pengendalian 
Kebakaran 
Hutan 

06/FP/13/V/2025 
Rev. 04 
Tanggal 8 Mei 2025 

Acuan lengkap 
Early warning system 
belum mencakup metode 
pemantauan hotspot  

3. SOP 
Pembentukan 
Regu 
Pendukung dan 
Perbantuan 
Masyarakat 
Peduli Api 
(MPA) 

05/FP/13/IV/2019 
Rev. 07 
Tanggal 26 Februari 
2025 

Belum mengacu : Perdirjen 
PPI Nomor 
P.3/PPI/SET/KUM.1/1/2018 
Tahun 2018 tentang 
Pembentukan dan 
Pembinaan Masyarakat 
Peduli Api (MPA) 

4. SOP 
Penanganan 
Kejadian 
Darurat 
(Kebakaran) 
dan Bencana 
Alam 

02/FP/13/III/2019 
Rev. 04 
Tanggal 25 Februari 
2025 

Lengkap 
Mengacu aturan terkait 
 

B. Pengendalian perambahan/ okupasi lahan dan perladangan 
berpindah 

1. SOP 
Pengendalian 
Perambahan 
Hutan 

03/FP/4/III/2019 
Rev. 05 
Tanggal 27 Februari 
2025 

Lengkap 
Mengacu aturan terkait 

C. Pengendalian hama dan penyakit 

1. SOP PHPT 
Sengon dan 
Jabon di 
Nursery 

02/Nurs/03/X/2018, 
Rev. 04 Tanggal 1 
Februari 2024 

Lengkap 
Mengacu aturan terkait 

2. SOP PHPT 
Sengon dan 
Jabon di Lahan 

01/PLTT/03/IV/2017 
Rev. 02 Tanggal 17 
Februari 2025 

Lengkap 
Mengacu aturan terkait 

D. Perlindungan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem. 
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1. SOP 
Pengendalian 
Penebangan 
Liar  

04/FP/13/III/2019 
Rev. 04 
Tanggal 25 Februari 
2025 

Lengkap 
Mengacu aturan terkait 

2. SOP 
Perlindungan 
Flora dan 
Fauna 
Dilindungi 

19/FP/13/IV/2021 
Rev. 02 
Tanggal 23 April 
2021 

Belum mengacu 
PermenLHK No. 17 Tahun 
2024 tentang 
Penyelamatan Jenis Satwa 

 

b. Verifier 
3.2.2 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT IHL telah menyediakan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan 
yang terbagi dalam sarpras security dan sarpras dalkarhutla.  
a. Sarana prasarana security 

Jenis dan jumlah sarana prasarana pengamanan dinilai belum mencukupi. 
Sarpras tersedia mencakup : seragam PDH (4 buah), sepatu security (2 
pasang), pentungan (1 unit), pos jaga (2 unit), portal (1 unit), dan buku tamu (1 
buah). Adapun jumlah security sebanyak 7 personil sehingga perlengkapan 
pribadi belum mencukupi jumlah kebutuhan personil.   

b. Sarana prasarana dalkarhutla 
1. Ketersediaan peralatan tangan, peralatan personil, dan perlengkapan 

mekanis belum memenuhi kebutuhan/ ketentuan untuk 2 regu inti 
dalkarhutla sesuai PermenLHK No. P.32 Tahun 2016. 

2. Penempatan sarana dan prasarana dalkarhutla belum terdistribusi secara 
proporsional antara Camp Betayau dan Camp Rian sesuai dengan jumlah 
kebutuhan pada masing-masing camp. 

3. Sarana dan prasarana dalkarhutla untuk ekosistem gambut belum tersedia 
lengkap, baru disediakan peralatan hidrologi sederhana berupa TMAT 
gambut, namun sekat kanal dan pintu air belum disediakan (sesuai Pasal 
52 ayat (4) Permen LHK P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016). 

Sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berupa sistem 
monitoring hotspot melalui website SIPONGI. 

c. Verifier 
3.2.3 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 
pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Intraca Hutani Lestari terdiri dari : 

No. SDM Perlindungan 
Hutan   

Jumlah Personil 
Kompeten 

1. Security 7 orang 4 orang 

2. Brigdalkarhutla   

  Regu Inti 3 regu (19 orang/regu) - 
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  Regu Pendukung 3 regu (19 orang/regu) - 

  Regu Perbantuan 
dan/atau MPA 

3 regu (19 orang/regu) 
(1 MoU MPA di Desa 
Rian Rayo) 

- 

b. PT IHL telah mengadakan kegiatan pelatihan internal dalkarhutla sebanyak 2 
kali selama periode audit, dimana salah satunya bekerjasama dengan KPH 
Tana Tidung. 

c. Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung 
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, yakni : Monitoring hotspot 
serta pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI. 

d. Verifier 
3.2.4 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Terjadi gangguan hutan pada areal kerja berupa perambahan kawasan hutan 
dan pemanenan/penebangan tanpa izin oleh masyarakat setempat di wilayah 
PT Intraca Hutani Lestari, namun PT IHL belum mengidentifikasi secara 
menyeluruh luas gangguan hutan yang terjadi. Gangguan hutan yang 
teridentifikasi hingga saat ini seluas 5.153,62 Ha (12,26%) – belum termasuk 
area kanan-kiri jalan provinsi yang terkena perambahan dan wilayah kawasan 
lindung. 

b. Observasi lapang di wilayah FLEG (3˚32’30,552” N 116˚46’20,67” E) sebagian 
telah mengalami perambahan masyarakat. Pada kanan-kiri jalan di lokasi ini, 
areal sudah dibuka untuk kepentingan pembukaan lahan sawit masyarakat. 
Pada wilayah Blok RKT 2025 terdapat bekas penebangan kayu tanpa izin oleh 
masyarakat, yakni : Petak M7B RKT 2025 (3˚20’2,162”N 116˚57’30,42”E); 
Petak M2D RKT 2025; dan Petak B44D (3˚22’38,339”N 116˚58’17,66”E).  

c. Selama periode audit, upaya perlindungan dan pengamanan hutan 
diantaranya : 
1. Sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan dan karyawan  
2. Pemasangan plang-plang larangan terkait perburuan satwa liar, 

perambahan hutan, kebakaran hutan & lahan, dan illegal logging  
3. Penyediaan portal dan pos jaga di wilayah masuk basecamp dan 

penjagaan oleh security  
4. Penyediaan prosedur, sarana prasarana, dan SDM perlindungan hutan 

(belum memenuhi ketentuan) 
5. Patroli wilayah konsesi (frekuensi patroli masih minim) 
6. Bekerjasama dengan BRIMOB dan TNI/Korem dalam patroli pengamanan 

hutan 
7. Menjalin upaya kemitraan kehutanan dalam penanganan konflik areal 
8. Melaporkan laporan dalkarhutla setiap bulan secara elektronik melalui 

website SIPONGI dan laporan patroli bulanan ke Dinas Kehutanan Prov. 
Kaltara 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: 10 / 15 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   
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3. Indikator 
3.3 

: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
akibat pemanfaatan hutan 

a. Verifier 
3.3.1 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan dokumen ANDAL Tahun 1996, dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia yang potensial terjadi di areal PBPH PT Intraca Hutani Lestari 
diantaranya laju erosi, penurunan kesuburan tanah, peningkatan beban 
sedimen, penurunan kualitas air, fluktuasi debit sungai, dan perubahan iklim 
mikro.  

b. PT IHL telah menyediakan prosedur dalam memantau dan mengelola dampak 
yang mungkin timbul, termasuk dampak terhadap limbah bahan berbahaya 
dan beracun, namun sebagian prosedur belum mengacu aturan terkait, 
diantaranya :  

No. Judul SOP Nomor dan Tanggal Keterangan 

1. Pemantauan Erosi 
(Metode Bak Ukur) 

01/RDE/4/II/2019 
Rev.05 Tanggal 5 
Februari 2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

2. Pemantauan Erosi 
(Metode Stick) 

03/RDE/4/II/2019 
Rev.06 Tanggal 3 
Februari 2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

3. Pembalakan 
Ramah 
Lingkungan 
(Reduced Impact 
Logging) 

05/HVT-IHL/IV/2024 
Rev. 02 Tanggal 25 
Februari 2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

4. Pembukaan 
Wilayah Hutan 
(PWH) 

01/HVT03A2024 Rev. 
02 Tanggal 25 
Februari 2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

5. Pengelolaan 
Limbah Domestik 

30/Lingk/I/2024 Rev. 
01 Tanggal 18 
Februari 2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

6. Pemantauan 
Curah Hujan, 
Suhu, dan 
Kelembaban 

07/RDE/4/II/2019 
Rev. 04  
Tanggal 24 Februari 
2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

7. Uji Kualitas Tanah 31/Lingk/I/2024 Rev. 
01 
Tanggal 18 Februari 
2025 

Lengkap sesuai 
acuan terkait 

8. Pengelolaan 
Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3) 

04/RDE/4/II/2019 
Rev. 04 Tanggal 7 
Februari 2024 

 Belum 
mengacu PP 
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9. Penanganan 
Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3) 

05/RDE/4/II/2019 
Rev. 05 Tanggal 9 
Februari 2024 

RI No. 22 
Tahun 2021 

 Belum 
mengatur 
terkait masa 
simpan sesuai 
jenis limbah 
dan pelaporan 
B3 melalui 
SIMPEL 

10. Uji Debit, 
Sedimentasi, dan 
Kualitas Air  

02/RDE/4/II/2019 
Rev. 03 Tanggal 27 
Februari 2019 

Tidak 
mencantumkan 
acuan/rujukan 
yang digunakan 

 

b. Verifier 
3.3.2 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung 
dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Sarana prasarana pengelolaan dampak fisik-kimia PT Intraca Hutani Lestari 
diantaranya : Ombrometer (2 unit), Pengukur suhu dan kelembaban (2 unit), 
Pengukur TMA Sungai (1 unit), dan Pengukur erosi berupa pengukur metode 
tongkat 1 unit dan metode bak ukur erosi 1 unit. Kondisi bak erosi kondisi 
sudah rusak dan bentuk bangunan belum sesuai ketentuan. Pada areal blok 
RKT tahun berjalan (2025 dan 2026) belum dipasang pengukur erosi. 
Kegiatan pengelolaan limbah/sampah domestik belum dilaksanakan secara 
optimal, yakni belum ada TPA sampah. Pemusnahan sampah dengan cara 
dibakar. PT IHL telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara LB3 namun 
belum ada izin bangunan/Rintek. Bangunan TPS LB3 sudah diberi lapisan 
palet, lantai semen, dan penyekatan untuk tiap jenis limbah. 

b. Personil kelola lingkungan PT Intraca Hutani Lestari sebanyak total 9 
(sembilan) orang, dimana 2 (dua) orang diantaranya merupakan GANISPH 
BINHUT. PT IHL belum memiliki tenaga kompeten dalam kegiatan 
penanganan LB3. Selama periode audit, belum ada kegiatan pelatihan 
internal terkait kegiatan konservasi tanah dan air. 

c. Verifier 
3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai 
Dokumen RKL dan RPL tahun 1996, RKUPH, dengan teknis mengacu pada 
prosedur yang disusun. 

b. Pelaksanaan pengelolaan-pemantauan komponen fisik-kimia dan limbah B3 : 
1. Penyediaan saluran drainase (parit, gorong-gorong, jembatan) dengan 

jumlah yang cukup 
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2. Penanaman pohon peneduh yang cepat tumbuh di sepanjang tepi/sisi 
basecamp 

3. Minimalisasi penggunaan pestisida atau menggunakan pestisida dan 
pupuk ramah lingkungan 

4. Melaksanakan pemantauan uji kualitas air dan tanah, pemantauan LB3, 
sedimentasi sungai, iklim mikro (suhu, CH, kelembaban), TMAS, laju erosi, 
dan debit sungai 

5. Pengelolaan sampah domestik belum optimal : TPA sampah tidak tersedia 
6. Pengelolaan LB3 belum optimal : IPAL nursery belum tersedia dan izin 

TPS LB3 belum tersedia 
c. Potensi dampak lingkungan : 

 Belum tersedianya TPA sampah berpotensi menyebabkan pencemaran 
tanah, air, serta penurunan kualitas lingkungan akibat pengelolaan 
sampah yang tidak memadai. Pembakaran sampah terbuka yang 
menimbulkan pencemaran udara. 

 Belum tersedianya IPAL nursery berpotensi menyebabkan pencemaran 
badan air dan tanah akibat pembuangan limbah cair yang belum diolah.  

 Belum tersedianya persetujuan teknis TPS LB3 berpotensi meningkatkan 
risiko pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah B3 yang belum 
memenuhi ketentuan teknis dan administratif. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 8 / 12 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   

 

4. Indikator 
3.4 

: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka 
(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 
 

a. Verifier 
3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan : 
1. SOP Identifikasi Herpetofauna (Reptil & Amfibi) No.12/RDE/4/01/2019 

Rev. 04 Tanggal 05 Maret 2025 
2. SOP Identifikasi Mamalia (Binatang Menyusui) No.13/RDE/4/II/2019 Rev. 

05 Tanggal 05 Maret 2025 
3. SOP Identifikasi Burung (Aves) No.14/RDE/4/II/2019 Rev. 04 Tanggal 05 

Maret 2025 
4. SOP Identifikasi Serangga (Insecta) No.15/RDE/4/II/2019 Rev. 04 Tanggal 

05 Maret 2025 
5. SOP Identifikasi Pisces (Ikan) No.16/RDE/4/III/2019 Rev. 03 Tanggal 05 

Maret 2025 
6. SOP Identifikasi Palmae No.17/RDE/4/III/2019 Rev. 03 Tanggal 2 Juli 2024 
7. SOP Identifikasi Orchidaceae (Anggrek) dan Nephentaceae (Kantong 

Semar) No.18/RDE/4/III/2019 Rev. 03 Tanggal 6 Juli 2024 
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8. SOP Identifikasi Dipterocarpaceae No.19/RDE/4/III/2019 Rev. 03 Tanggal 
16 Juli 2024 

b. Teknis/isi prosedur telah dinilai lengkap, diantaranya : 
 Teknis pemantauan/identifikasi telah dibedakan sesuai kelas fauna, 

sedangkan identifikasi flora dilindungi menggunakan metode kuadrat  
 Prosedur telah menjelaskan teknis pengolahan data populasi 
 Prosedur telah mengacu pada aturan terkait 

b. Verifier 
3.4.2 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PT Intraca Hutani Lestari telah melaksanakan identifikasi 
flora dan fauna dilindungi dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : 
Tahun 2025 : 
- Pengamatan Aves, Mamalia, Herpetofauna, Insecta, dan Ikan menggunakan 

jalur transek (3 jalur, 1,5 km per jalur). Lengkap dengan informasi koordinat 
dan tanggal pelaksanaan.  

- Pengamatan flora dilindungi menggunakan metode kuadrat sesuai strata 
tegakan (semai, pancang, tiang, pohon) 

- Kegiatan identifikasi fauna jenis Aves di FBEG, Mamalia di KPPN, 
Herpetofauna di KPSL, Serangga di KPSL, dan Ikan di S. Tabar dan S. 
Magang.  

- Kegiatan identifikasi flora jenis Dipterocarpaceae dilaksanakan di KPSL dan 
KPPN; Orchid dan Nephentes dilaksanakan di FBEG dan FLEG; Palmae 
dilaksanakan di BZ. Gn. Ruka dan KPSL.  

TAHUN 2026 : 
- Pengamatan Aves, Mamalia, Herpetofauna, dan Ikan menggunakan jalur 

transek (3 jalur, panjang 0,5 km per jalur). Insecta dilakukan pada 3 titik 
pemantauan menggunakan metode perangkap serangga. 

- Pengamatan flora dilindungi menggunakan metode kuadrat sesuai strata 
tegakan (semai, pancang, tiang, pohon) 

Ketidaksesuaian dengan prosedur/ketentuan : 
- Metode pemantauan Aves pada prosedur mencakup metode road cruising, 

metode VES, dan metode transek titik (point transect). Namun realisasi 
pemantauan di lapangan menggunakan metode jalur transek sehingga tidak 
sesuai prosedur. 

- Pengamatan flora dan fauna dilindungi tidak dilaksanakan di wilayah blok RKT 
tahun berjalan. 

c. Verifier 
3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Intraca Hutani 
Lestari : 
Tahun 2025 
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1. Laporan Kegiatan Identifikasi/Inventarisasi dan Pengelolaan Flora 
Dipterocarpaceae, Orchid, Nephentes, dan Palmae Tahun 2025 

2. Laporan Kegiatan Analisa Hasil Identifikasi Flora Dipterocarpaceae, 
Orchidaceae, Nephentes, dan Palmae Tahun 2025 

3. Laporan Kegiatan Identifikasi/Inventarisasi dan Pengelolaan Fauna Burung 
(Aves), Mamalia, Herpetofauna, Serangga (Insecta), dan Ikan (Pisces) Tahun 
2025 

4. Laporan Kegiatan Analisa Hasil Identifikasi Fauna Aves, Mamalia, 
Herpetofauna, Insecta, dan Pisces Tahun 2025 

Tahun 2026 
1. Laporan Kegiatan Identifikasi/Inventarisasi dan Pengelolaan Flora 

Dipterocarpaceae, Orchid, Nephentes, dan Palmae Januari – Juni Tahun 2026 
2. Laporan Kegiatan Analisa Hasil Identifikasi Flora Dipterocarpaceae, 

Orchidaceae, Nephentes, dan Palmae Januari – Juni Tahun 2026 
3. Laporan Kegiatan Identifikasi/Inventarisasi dan Pengelolaan Fauna Burung 

(Aves), Mamalia, Herpetofauna, Serangga (Insecta), dan Ikan (Pisces) Januari 
– Juni Tahun 2026 

4. Laporan Kegiatan Analisa Hasil Identifikasi Fauna Aves, Mamalia, 
Herpetofauna, Insecta, dan Pisces Januari – Juni Tahun 2026 

Hasil pemeriksaan kelengkapan data identifikasi, diketahui tersedia data analisis 
populasi (flora dan fauna) dan data status perlindungan flora dan fauna sesuai 
PermenLHK No. P.106/2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List (kategori 
terbaru), namun hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilengkapi 
rekaman yang memadai (data tallysheet kegiatan, foto/video cameratrap, foto 
berkoordinat jenis yang ditemukan) 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 11 / 15 x 100% = 73,33 %  ( SEDANG )   

 

5. Indikator 
3.5 

: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian 

yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau 

jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan 
identifikasi 

a. Verifier 
3.5.1 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi PT IHL diantaranya : 
1. SOP Pengelolaan Burung (Aves) No.22/RDE/4/IV/2019 Rev. 03 Tanggal 05 

Maret 2025 
2. SOP Pengelolaan Mamalia (Binatang Menyusui) No.21/RDE/4/IV/2019 Rev. 

03 Tanggal 05 Maret 2025 
3. SOP Pengelolaan Herpetofauna (Reptil dan Mamalia) No.20/RDE/4/IV/2019 

Rev. 03 Tanggal 05 Maret 2025 
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4. SOP Pengelolaan Pisces No.24/RDE/4/V/2019 Rev. 03 Tanggal 05 Maret 
2025 

5. SOP Pengelolaan Orchidaceae (Anggrek) dan Nephentaceae (Kantong 
Semar) No.No. 027/RDE/4/VI/2020 Rev. 2 Tanggal 18 Juli 2024 

6. SOP Pengelolaan Palmae No. 025/RDE/4/V/2020 Rev. 03 Tanggal 17 Juli 
2024 

7. Pengelolaan Dipterocarpaceae No. 26/RDE/4/V/2020 Rev.03 Tanggal 17 Juli 
2024 

Prosedur pengelolaan fauna telah mengacu pada aturan terbaru secara lengkap, 
namun isi/substansi prosedur belum lengkap yakni belum menjelaskan 
pembentukan tim monitoring satwa liar (tim mitigasi konflik satwa dan manusia), 
pelatihan, dan penyiapan sarpras yang dibutuhkan. 

b. Verifier 
3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT Intraca 
Hutani Lestari dibandingkan dengan prosedur, diantaranya : 
1. Alokasi kawasan lindung dan pengelolaan kawasan lindung (penataan batas, 

plang larangan perburuan, dan plang jalur lintasan satwa) 
2. Pengayaan dengan jenis buah-buahan pakan satwa dan jenis lainnya untuk 

perbaikan tutupan lahan 
3. Identifikasi dan inventarisasi jenis flora dan fauna dilindungi 
4. Patroli areal kerja 
5. Penyediaan jenis pakan satwa di persemaian 
6. Membentuk tim monitoring satwa liar dan perlindungan flora yang dilindungi 

(2 tim) 
PT IHL belum melaksanakan pengelolaan flora-fauna dilindungi berikut : 
1. Identifikasi dan penandaan areal ABKT di lapangan 
2. Peningkatan kompetensi SDM tim monitoring satwa liar dan perlindungan 

flora yang dilindungi, sesuai SE Dirjen PHL No. 
Se.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH 

3. Penyediaan sarana prasarana tim mitigasi konflik satwa liar/monitoring satwa 
liar  

c. Verifier 
3.5.3 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah mengalokasikan areal PBPH untuk 
perlindungan habitat flora dan fauna yang dilindungi, berupa sempadan sungai 
untuk mencari minum, makan, serta tempat berkubang satwa, KPPN dan 
KPSL untuk perlindungan flora dan fauna dilindungi, Bufferzone Hutan 
Lindung, dan kawasan lindung lainnya.  
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b. Saat observasi lapangan, Auditor masih menjumpai keragaman flora dan 
fauna di wilayah PBPH, seperti masih ditemui jenis Elang (3 ekor) dan Burung 
Rangkong Badak (2 ekor). Flora dilindungi yang ditemukan berupa Banggeris 
(Koompassia excelsa) sebagai pohon sarang madu. Meskipun begitu, pada 
wilayah konsesi PT IHL terdapat perambahan oleh masyarakat yang sebagian 
terjadi di areal kawasan lindung, seperti pada lokasi FLEG (3˚32’30,552” N 
116˚46’20,67” E) yang mengalami pembukaan lahan menjadi areal 
perkebunan sawit masyarakat. Hal ini mengindikasikan habitat flora dan fauna 
dilindungi mengalami gangguan. Pada wilayah konsesi juga masih terdapat 
beberapa bekas illegal logging oleh masyarakat, yakni pada wilayah Blok RKT 
2025 Petak M7B (3˚20’2,162”N 116˚57’30,42”E); Petak M2D; dan Petak B44D 
(3˚22’38,339”N 116˚58’17,66”E).  

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 10 / 15 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   

 

D. Aspek SOSIAL 

 

1. Indikator 
4.1 

: Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 
4.1.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari  (PT IHL) memiliki prosedur terkait identifikasi 
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif 
tertuang dalam : 
1. SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat (No. Dokumen : 02/SOP-

Comdev/IHL) Rev.3 tanggal terbit 10 Februari 2025, dibuat oleh Supervisor, 
diperiksa oleh Manager Suporting dan disahkan oleh General Manager. 

2. SOP Penataan Batas Partisipatif  (No. Dokumen : 02/SOP-Comdev/IHL) 
Rev.3 tanggal terbit 18 Februari 2025, dibuat oleh Supervisor, diperiksa oleh 
Manager Suporting dan disahkan oleh General Manager 

Seluruh prosedur telah memiliki sistematika mencakup : pengertian, tujuan, 
penanggung jawab, lokasi kegiatan, data/masukan, hasil/keluaran yang dihasilkan, 
prosedur kerja. 
Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat 
adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana 
aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya 
tetap diperbolehkan.   
Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, Referensi yang ada belum mengacu 
pada peraturan perundangan yang berlaku ( seperti : PermenLHK Nomor P.8 
Tahun 2021, PermenLHK No. 9 Tahun 2021, SK. MenLHK No.9895 tahun 2022) 
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PBPH PT Intraca Hutani Lestari  memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan 
dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat / masyarakat setempat dan dileniasi 
serta penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat / masyarakat setempat 
secara partisipatif, akan tetapi belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau 
ketentuan perundangan yang berlaku. 

b. Verifier 
4.1.2 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari  memiliki dokumen identifikasi hak-hak dasar 
masyarakat adat/masyarakat setempat memiliki rekaman hasil pelaksanaan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat tertuang dalam : 
1. Peta Kerja Sebaran Desa PT Intraca Hutani Lestari skala 1: 130.000. Pada 

peta ini dijelaskan terkait keberadaan wilayah sebaran desa di dalam areal PT 
Intraca Hutani Lestari  terdiri dari 23 desa dan yang menjadi desa binaan ada 
17 desa. 

2. Peta Kemitraan Konsesi antara PT IHL dengan KTH “Berayung Feruyud” desa 
Sapari Kec. Muruk Rian 

3. Berita Acara PAK Penandaan Pohon Buah, Pohon Madu, Jakau dan Kuburan 
Desa Kelembunan (Nomor: 001/BAP-PRC/IHL/III/2025, tanggal 26 Maret 
2025 yang telah dibenarkan oleh Kades Kelembunan (Bpk. Syahrani, SE), 
terdapat informasi batas dengan wilayah desa Kelembunan. 

4. Peta Penyebaran Flora Tahun 2025 PT Intraca Hutani Lestari skala 1:162.487. 
Pada dokumen ini menjelaskan tentang sebaran pohon manggris (madu), 
tengkawang, pohon buah  seperti rambutan, durian, langsat dan lainnya 

5. Peta PHBM Pisang pada izin Lokasi  Areal PT IHL skala 1 : 3.000 an. Mulyadi 
(luas 1,41 ha) 

6. Peta PHBM Pisang pada izin Lokasi  Areal PT IHL skala 1 : 2.000 an. Dorsy 
(luas 0,7 ha) 

7. Peta Sebaran Konflik Tahun 2025 PT Intraca Hutani Lestari skala 1 : 200.000, 
Pada peta tersebut terdapat informasi konflik/klaim lahan di areal PT Intraca 
Hutani Lestari sebanyak 14 klaimer seluas 112,14 ha, dan semester 1 tahun 
2026 sebanyak 10 klaimer seluas 22,12 ha, akan tetapi belum seluruh klaim 
lahan yang ada teridentifikasi dan atau terpetakan. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dengan Kades Bekiliu (Bpk. Yon 
Y.), Kades Kelembunan (Bpk A. Syahrani), Kades Maritam (Bpk. Hermansyah) dan 
Kades Bebakung (Bpk. Thitus), diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar 
masih tergantung pada SDH/SDA seperti : berkebun/berladang sawit,pohon buah 
dan karet di areal PT IHL  dan mencari HHBK (damar dan madu) dan  PT IHL telah 
melakukan identifikasi terhadap sebagian aktifitas masyarakat yang ada di 
arealnya. 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari  memiliki sebagian rekaman yang berisi data dan 
informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dengan prosedur yang 
mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 
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c. Verifier 
4.1.3 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari  sudah melakukan deliniasi dan implementasi 
penandaan batas pada areal PBPH PT SRH yang dikuasai masyarakat dan 
kelompok masyarakat, dan PT IHL telah dilakukan delinasi di peta dan penandaan 
di lapangan meliputi : 
1) Peta Kerja Sebaran Desa PT Intraca Hutani Lestari skala 1: 130.000. Pada 

peta ini dijelaskan terkait keberadaan wilayah sebaran desa di dalam areal PT 
Intraca Hutani Lestari  terdiri dari 23 desa dan yang menjadi desa binaan ada 
17 desa. 

2) Peta Kemitraan Konsesi antara PT Intraca Hutani Lestari  dengan KTH 
“Berayung Feruyud” desa Sapari Kec. Muruk Rian 

3) Berita Acara PAK Penandaan Pohon Buah, Pohon Madu, Jakau dan Kuburan 
Desa Kelembunan (Nomor: 001/BAP-PRC/IHL/III/2025, tanggal 26 Maret 
2025 yang telah dibenarkan oleh Kades Kelembunan (Bpk. Syahrani, SE), 
terdapat informasi batas dengan wilayah desa Kelembunan. 

4) Peta PHBM Pisang pada izin Lokasi  Areal PT Intraca Hutani Lestari  skala 1 : 
3.000, milik an. Mulyadi (luas 1,41 ha) 

5) Peta PHBM Pisang pada izin Lokasi  Areal PT Intraca Hutani Lestari  skala 1 : 
2.000, milik an. Dorsy (luas 0,7 ha) 

6) Peta Lokasi Kerjasama Kemitraan PT Intraca Hutani Lestari  dengan KTH 
Berayung Feruyud desa Sapari Kec. Muruk Rian 

Implementasi penandaan batas partisipatif PT Intraca Hutani Lestari  meliputi : 
a) Penandaan batas wilayah desa di dalam areal PBPH PT IHL, tersedia 

sebagian Pal informasi batas wilayah desa ada 8 desa dari 17 desa yang 
sudah ditata batas secara partisipatif (atau 47,06 %) 

b) Deliniasi Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Intraca Hutani 
Lestari  di blok RKT (100 %) 

c) Areal perladangan/klaim lahan yang sudah diidentifikasi hingga Semester I 
tahun 2025 terdapat 14 klaimer dengan luas klaim 112,14 ha, tahun 2026 ada 
10 klaim seluas 22,12 ha (20 %) 

Rata - rata hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di 
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sebesar  (167,06 : 3 ) x 100 % = 55,68 % 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari  telah melakukan deliniasi terhadap areal yang 
dikuasai/dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, PT Intraca Hutani Lestari  telah 
melakukan penandaan secara partisipatif di lapangan, namun belum seluruhnya. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa di 
areal PT IHL telah melakukan penandaan sebagian batas secara partisipatif 
terhadap lokasi yang dilindungi masyarakat sekitar.  
PBPH PT Intraca Hutani Lestari  telah melakukan identifikasi dan deliniasi 
terhadap areal klaim atau dilindungi oleh masyarakat sekitar yang ada di 
arealnya, dan telah melakukan  penandaan batas secara partisipatif di lapangan, 
baru mencapai sekitar 55,68 %. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: 8 / 12 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   

 

2. Indikator 
4.2 

: Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang 
sistematis dan terukur 

a. Verifier 
4.2.1 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode penilikan ke-1 (tahun 2026), PT IHL memiliki dokumen/laporan 
pemetaan potensi konflik yang ada di arealnya meliputi : 
1. Laporan Kegiatan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT IHL Semester 1 

& 2 Tahun 2025, dengan status konflik TERKENDALI (70 %), telah 
disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltara (bukti TT tanggal 1 Juli 2026), 
sedangkan bukti pengiriman ke BPHL Wil. XIII tidak tersedia. 

2. Laporan Kegiatan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT IHL Semester 1 
Tahun 2026, dengan status konflik TERKENDALI (70 %), telah disampaikan 
ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltara (bukti TT tanggal 1 Juli 2026), sedangkan 
bukti pengiriman ke BPHL Wil. XIII tidak tersedia.  

PBPH PT IHL telah menyusun dokumen Laporan Pemetaan Resolusi Konflik 
Semester 1 & 2 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026, status konflik pada 
periode tahun tersebut di tingkat PBPH dengan Score 70 % atau kategori 
TERKENDALI. 
Hasil telaahan terhadap Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tersebut 
diatas, pada Bab IV Status dan Kategori Konflik poin 4.1 tentang Status konflik 
terbagi menjadi 3 kategori yaitu : 0 – 40 % (Terantisipasi), 41 – 70 % (Terkendali) 
dan 71 – 100 % (Tidak terkendali), sedangkan menurut Lampiran V (PermenLHK 
P.8 Tahun 2021) terbagi dalam 5 kategori yaitu :  < 36 % (Sangat rendah/aman), 
36 – 51 % (Rendah/terkendali), 52 – 67 % (Sedang/waspada), 68 – 83 % 
(Prioritas/kritis), 84 – 100 % (Sangat prioritas/sangat kritis). 
Terdapat potensi konflik terkait Penolakan kegiatan operasional PT IHL di Blok RKT 
Tahun 2025, akan tetapi belum dimasukan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik. 
PBPH PT IHL  telah membuat Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 
(sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), belum seluruh Potensi konflik 
teridentifikasi. 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah melaporkan pemetaan potensi dan resolusi 
konflik kepada sebagian instansi berwenang, dan tidak sesuai dengan tata 
waktunya. 

b. Verifier 
4.2.2 

: Tersedia mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang 
ada di arealnya tertuang dalam : 
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1. SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. 01/SOP-Comdev/IHL) Rev.2 tanggal 
18 Februari 2025, dibuat oleh Supervisor, diperiksa oleh Manager Suporting 
dan disahkan oleh General Manager 

2. SOP Resolusi Konflik (No. 05/SOP-Comdev/IHL) Rev.1 tanggal 20 Februari 
2025, dibuat oleh Supervisor, diperiksa oleh Manager Suporting dan disahkan 
oleh General Manager 

Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika mencakup : 
Pengertian, Resferensi, Penanggung jawab, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup 
dan Prosedur kerja. 
Hasil telaahan terhadap SOP Penyelesaian Konflik Lahan, telah mengacu pada 
PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 (lampiran V), 
Berdasarkan telaah terhadap sosialisasi dan hasil wawancara dengan wakil 
Masyarakat ekitar, SOP Resolusi Konflik dan Penyelesaian Konflik Sosial belum 
disosialisasikan ke seluruh desa yang terdampak. PT Intraca Hutani Lestari telah 
melakukan sosialisasi Resolusi Konflik kepada 7 desa dari total 17 desa binaan. 

c. Verifier 
4.2.3 

: Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik 
yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 2025 dengan susunan sebagai berikut : 

Penanggung Jawab : Pamuji Raharjo 
Ketua Tim : Iwan Ridwan S. 
Koordinasi Identifikasi dan Pengukuran : Nobertus Geleuk 
Koordinator Penanganan Hukum : Iwan Ridwan S. 
Korlap Rian/Anjuk : Fransiscus Fendy 
Korlap Magang/Batayau : Ali Faju 
Security All Camp 
Kepala Adat : Kecamatan dan desa sekitar areal 
Kepala Desa sekitar Konsesi 

Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik tersebut dilengkapi dengan uraian tugas 
dan tanggung jawab dengan jelas dan telah melibatkan para pihak sesuai dengan 
kewenanganannya. 
Terkait pendanaan telah tersedia sesuai dengan kebutuhan, dimana sesuai data 
rencana anggaran penanganan konflik pada periode tahun 2025 sebesar Rp. 
19.000.000,- dan 2026 sebesar Rp 16.000.000,- 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan 
konflik yang melibatkan para pihak, serta PT IHL menyiapkan anggaran untuk 
penyelesaian konflik setiap tahun yang dirinci sesuai dengan tahapan penyelesaian 
konflik. 

d. Verifier 
4.2.4 

: Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : Buruk 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki rencana penanganan konflik yang 
tertuang dalam : 
1) Rekapitulasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik tahun 2025 dengan 

anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- 
2) Rekapitulasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik tahun 2026 dengan 

anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- 
Berdasarkan telaahan Rencana Kerja Penyelesaian Konflik, PT IHL telah 
menyusun rencana resolusi konflik, namun belum berdasarkan hasil pemetaan 
konflik yang memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai 
pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), 
mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan 
para pihak. 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki rencana resolusi konflik namun belum 
berdasarkan hasil pemetaan konflik dan belum dimasukkan dalam  RKUPH, serta 
penyusunannya belum melibatkan para pihak. 

e. Verifier 
4.2.5 

: Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi. 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari, telah melakukan penanganan konflik terhadap 
potensi konflik terkait klaim lahan yang ada di arealnya dengan tahapan sebagai 
berikut : 
Upaya penanganan kegiatan klaim lahan oleh masyarakat atau kelompok 
masyarakat melalui tahapan: 

a) Sosialisasi kepada masyarakat desa 
b) Pertemuan di desa dan muspika 
c) Bantuan-bantuan lainnya 
d) Patroli  

Terdapat upaya penyelesaian konflik dari PT Intraca Hutani Lestari sebagai 
berikut : 

1. Patroli di areal konsesi, pemasangan plang larangan dan memberikan 
teguran secara lisan kepada beberapa Klaimer (Pak Herly, dan lainnya) 

2. Surat Teguran kepada Bpk. Abdul Rasat (luas 6 ha), Nomor 031/IHL/Kelola 
Sosial/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 (diterima tanggal 4 Oktober 2025), 
tembusan ke Kades dan Kecamatan 

3. Surat Teguran kepada Bpk. Muliadi (luas 6 ha), Nomor 031/IHL/Kelola 
Sosial/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 (diterima tanggal 4 Oktober 2025), ), 
tembusan ke Kades dan Kecamatan 

4. Surat Teguran kepada Bpk. Rustam (luas 8 ha), Nomor 031/IHL/Kelola 
Sosial/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 (diterima tanggal 4 Oktober 2025), ), 
tembusan ke Kades dan Kecamatan 

5. Surat Teguran kepada Bpk. Agus (luas 8,46 ha), Nomor 031/IHL/Kelola 
Sosial/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 (diterima tanggal 4 Oktober 2025), ), 
tembusan ke Kades dan Kecamatan 

6. Penyelesaian Konflik Penebangan Pohon Sengon di areal PT IHL Petak 
B17C seluas 2,15 ha oleh Aciang atas perintah Bpk Simon (warga desa 
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Kujau), saat ini masih proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Kab. 
Bulungan. 

Hasil observasi di lapangan warga masih melakukan aktifitas di lahannya, 
meskipun telah diberikan surat teguran dan pemasangan Plang Larangan 
Pada periode Penilikan tahun 2025-2026 rata-rata realisasi pelaksanaan 
penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata sekitar 50 % dari rencana 
penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 

f. Verifier 
4.2.6 

: Legalitas kemitraan konsesi hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 (tahun 2026), PT Intraca Hutani Lestari telah 
melakukan Upaya dalam penyelesaian konflik dengan program Kerjasama 
kemitraan.  
Kesepakatan atau MoU PT Intraca Hutani Lestari dengan masyarakat sekitar 
antara lain : 

1) Surat Kesepakatan Bersama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dengan Dorsy, Kemitraan Tanaman Pisang seluas 0,7 ha  

2) Surat Kesepakatan Bersama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dengan Muliadi, Kemitraan Tanaman Pisang seluas 1,41 ha 

Terkait Program Kemitraan Konsesi Hutan, PT Intraca Hutani Lestari saat ini telah 
melakukan tahapan kegiatan kemitraan konsesi hutan, dengan rincian sebagai 
berikut : 

a) BA Kesepakatan Penangan Konflik Tenurial antara PT Intraca Hutani 
Lestari dengan KTH “Berayung Feruyud” Desa Sapari Kec. Muruk Rian 
tanggal 28 April 2026, dengan obyek areal kerjasama seluas 50,25 ha, 
berupa Kemitraan Konsesi Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Jasling) 

b) Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan telah disampaikan 
kepada Kementrian Kehutanan sesuai nomor : 015/IHL/V/2026 tanggal 
15 Mei 2026, terdapat bukti tanda terima pengiriman dokumen tanggal 25 
Juni 2026 (oleh Erni D.Simanjuntak tanggal 25 Juni 2026) 

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Hutan “Berayung Feruyud”  (Bpk. 
Robet Gustiawan), membenarkan bahwa progres terakhir Kesepakatan sudah 
disampaikan kepada kementrian kehutanan. 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen kerjasama kemitraan 
konsesi hutan yang memuat hak dan kewajiban yang disetujui  dan disepakati oleh 
para pihak dan progres terakhir Kesepakatan sudah disampaikan kepada 
kementrian kehutanan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: 18 / 27 x 100% = 66,67 %  ( SEDANG )   

 

3. Indikator 
4.3 

: Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 
antar para pihak 

a. Verifier 
4.3.1 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH. 
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Bobot : 1 

NILAI : Sedang  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Intraca Hutani Lestari melakukan kegiatan pendataan masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas  pengelolaan SDH oleh PBPH PT Intraca Hutani 
Lestari tertuang : 
 Peta Kerja Sebaran Desa PT Intraca Hutani Lestari skala 1: 130.000, 

terdapat informasi sebaran desa di dalam dan sekitar areal konsesi 
 Peta Sebaran Konflik di areal PT Intraca Hutani Lestari skala 1 : 

200.000, potensi konflik yang ada di areal PT IHL 
 Berita Acara Pemeriksaan PAK Tahun 2025, Penandaan Pohon Buah, 

Pohon Madu, Jakau dan Kuburan Desa Kelembunan (Nomor: 001/BAP-
PRC/IHL/III/2025, tanggal 26 Maret 2025 yang telah dibenarkan oleh 
Kades Kelembunan. 

 Hasil identifikasi klaim lahan di areal PT IHL Tahun 2025 ( 112,14 ha) & 
Semester I Tahun 2026 (22,12 ha), belum semua klaim teridentifikasi 

 Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari Periode 
Tahun 2017-2026 No.SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/7/2018 
tanggal 4 Juli 2018 

 Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2025 
– 2026, rata-rata sebesar 53,22 % 

 BA Serah Terima Bantuan kegiatan Community Development PT 
Intraca Hutani Lestari Tahun 2025 – 2026, sesuai kegiatannya 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir 
a) : 
- Data dan informasi yang tersedia tidak mencakup seluruh desa yang 

berada di sekitar areal  PBPH PT Intraca Hutani Lestari 
- PT IHL tidak memiliki dokumen social yang memberikan informasi terkait 

dampak yang ditimbulakn oleh operasional PT IHL 
- Tidak dilakukan updating data/dokumen setiap 5 (lima) tahun sekali 

PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen atau data    dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH tersedia 
sebagian dan dokumen tidak diperbaharui dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

b. Verifier 
4.3.2 

: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah menetapkan kebijakan atau prosedur 
terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen : 
 SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)  (No. Dok. 

07/SOP-Comdev/IHL) Rev.3 tanggal 18 Februari 2025 
 SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam 

Memanfaatakan SDH (No. Dok. 04/Comdev/IHL) Rev.3 tanggal 10 
Februari 2054 
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 SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (No. Dok. 
08/Comdev/IHL) tanggal 10 Februari 2025 

 SOP Pemanfaatan Kayu Limbah ( No. Dok.10/Comdev/IHL) Rev.1 
tanggal 18 Februari 2025 

 SOP Rekruitmen Tenaga Kerja (No. Dokumen : 001/HRD/10/12/2025) 
tanggal berlaku 01 Desember 2025, disiapkan oleh Iwan Ridwan S., 
diperiksa oleh Christie DW dan disetujui oleh Pamuji Raharjo. 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai 
telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena 
program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan : 
- Bpk. Yon Y. (Kades Bekiliu) 
- Bpk. Hermansyah (Kades Maritam/via telpon) 
- Bpk. Ahmad Syahrani, SE (Kades Kelembunan); dan 
- Bpk. Thitus (Kades Bebakung) 

     diperoleh informasi bahwa program telah disosialisaikan sebelumnya  
dan disetujuinya 

d) Terdapat implementasi berupa Kerjasama dengan warga sekitar (penanaman 
pisang) dan MoU/Kesepakatan Kemitraan dengan KTH “Berayung Feruyud” 
desa Separi (Jasling) 

e) Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : tujuan, ruang lingkup, 
tanggung jawab, prosedur, dokumen terkait dan atau referensi, format terkait 
dan atau lampiran, definisi dan lampiran 

f) Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Intraca Hutani Lestari  memiliki 
mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan 
telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. 

c. Verifier 
4.3.3 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah menetapkan rencana peningkatan 
aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, sesuai dokumen : 
 RKUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2017-2026 

No.SK.4589/MenLHK-PL/UHP/HPL.I/7/2018 tanggal 4 Juli 2018  
 RKTPH PT IHL Tahun 2025 - Tahun 2026, tidak dimasukan kegiatan 

sosial dalam dokumen RKT (hanya RKT 2024 tersedia program kelola 
sosial) 

 Rencana Kegiatan CSR PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2025  danTahun 
2026 

 BA Kesepakatan Bersama antara PT IHL dengan Kepala Desa (Bekiliu 
tahun 2023, Periuk tahun 2023 dan Sebidai tahun 2022) 

 Surat Kesepakatan Bersama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dengan Dorsy, Kemitraan Tanaman Pisang seluas 0,7 ha  
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 Surat Kesepakatan Bersama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dengan Muliadi, Kemitraan Tanaman Pisang seluas 1,41 ha 

 Perjanjian Kerjasama antara PT Intraca Hutani Lestari dengan KTH 
“Berayung Feruyud” (Pengelolaan Ekowisata Alam dan Agrowisata di 
Areal Konsesi PT Intraca Hutani Lestari seluas 50,25 Ha), tanggal 8 Juni 
2024 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 
dinilai belum mencakup seluruh masyarakat setempat. 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena 
dampak program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, antara lain : 

- Bpk. Yon Y. (Kades Bekiliu) 
- Bpk. Hermansyah (Kades Maritam/via telpon) 
- Bpk. Ahmad Syahrani, SE (Kades Kelembunan); dan 
- Bpk. Thitus (Kades Bebakung). 

d) Hasil wawancara dengan responden wakil masyarakat, menyatakan bahwa 
belum ada perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang disepakati 
bersama yang mengakomodir aspirasi masyarakat 

e) PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian dokumen rencana 
pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum 
mengakomodir aspirasi masyarakat. 

d. Verifier 
4.3.4 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari  telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat meliputi : 
- Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan kelola sosial Tahun 2025 - 

2026, kegiatan CSR berupa pembayaran honor Aparat Desa dan bantuan saja, 
atau sebesar 0 % 

- Penyerapan tenaga kerja lokal PT Intraca Hutani Lestari Karyawan bulanan 
pada : 
a. Tahun 2025  sebesar 33,75 % (27 dari 80 orang ) dan THL sebesar 

69,77 % ( 30 dari 43 orang), rata-rata 51,76 % 
b. Tahun 2026  sebesar  35,71% ( 25 dari 70 orang ) dan THL sebesar 

73,68 % ( 28 dari 38 orang), rata-rata 54,69 % 
          Rata-rata sebesar = 53,22 % 

- Terdapat Kontraktor Penanaman/Pemeliharaan ada 2 kontraktor dan semua 
dari lokal, atau 100 % 

- Kerjasama kemitraan dengan Masyarakat baru sebagian (KTH Berayung 
Feruyud), atau sebesar 50,00 %  

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Intraca 
Hutani Lestari sebesar : (0 + 53,22 + 100 + 50,00) % : 3 = 50,80 % (> 50%) 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan 
aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
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melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya, mencapai 50,80% (> 50 %) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat 
dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 13 / 15 x 100% = 86,67 %  ( BAIK )   

 

4. Indikator 
4.4 

: Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 

a. Verifier 
4.4.1 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki hasil Identifikasi kebutuhan masyarakat 
dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH meliputi :  

a) Fee kompensasi untuk kayu hutan alam dan kayu hutan tanaman 
b) Bantuan Alat Berat untuk Perbaikan jalan menuju desa binaan dan 

penyiapan tapak bangunan sarpras desa 
c) Bantuan sosial sesuai dengan BA Kesepakatan yang telah ditanda 

tangani 
d) Kerjasama Kemitraan / PHBM dengan masyarakat sekitar 
e) Kerjasama dengan KTH “Berayung Feruyud” Desa Sapari dalam 

Pengelolaan Ekowisata Alam dan Agrowisata di areal Konsesi PT 
Intraca Hutani Lestari 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dengan Kepala Desa Bekiliu, 
Kades Kelembunan, Kades Maritan dan Kades Bebakung, diperoleh informasi 
adanya kesepakatan PHBM yang masih belum direalisasikan terkait tanaman 
PHBM yang sudah waktunya panen namun belum di panen (sudah lebih dari 
umur daurnya). 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil 
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau 
pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi dan telah 
disepakati sebagian program prioritas. 

b. Verifier 
4.4.2 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas 
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 
identifikasi tertuang dalam dokumen : 

a) RKUPH PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2017 - 2026,  
b) RKTPH PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2025 dan Tahun 2026 
c) Rencana Kegiatan Kelola Sosial/CSR PT IHL Tahun 2025 dan Tahun 

2026 
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d) BA Kesepakatan Bersama antara PT IHL dengan Kepala Desa (Bekiliu 
tahun 2023, Periuk tahun 2023 dan Sebidai tahun 2022) 

e) Kesepakatan kerjasama PHBM dengan masyarakat sekitar untuk 
Penanaman Pisang 

f) Naskah Kesepakatan Kerjasama antara PT IHL dengan KTH Berayung 
Feruyud (Pengelolaan Ekowisata Alam dan Agrowisata di Areal Konsesi 
PT IHL seluas 50,25 Ha) tanggal 15 Mei 2026, sudah di sampaikan ke 
Kementrian Kehutanan (TT tanggal 25 Juni 2026) 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar, diperoleh 
informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait tanggung jawab 
sosial dari PT Intraca Hutani Lestari, kegiatan kelola sosial PT Intraca Hutani Lestari 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan di tandatangani, namun pada 
periode audit Penilikan ke-1 (tahun 2026), terdapat beberapa program yang masih 
belum berjalan sesuai kesepakatan. 
Berdasarkan uraian di atas, pada PT Intraca Hutani Lestari tersedia dokumen 
rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sasaran yang 
jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH  dan anggaran, dan didasarkan 
hasil identifikasi. Namun dalam pelaksanaan program belum sesuai dengan 
kesepakatan yang telah ditandatangani antara PT Intraca Hutani Lestari dan 
masyarakat. 

c. Verifier 
4.4.3 

: Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme terkait implementasi 
tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan tertuang dalam : 

a) SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)  (No. Dok. 
07/SOP-Comdev/IHL) Rev.3 tanggal 18 Februari 2025 

b)  SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Masyarakat 
(PHBM) (No. Dok.09/Comdev/IHL) Rev.3 tanggal 20 Februari 2025 

c) SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam 
Memanfaatakan SDH (No. Dok.04/Comdev/IHL) Rev.3 tanggal 10 
Februari 2025 

d) SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (No. 
Dok.08/Comdev/IHL) Rev.3 tanggal 18 Februari 2025 

e) SOP Pembayaran Fee Kayu (11/Comdev/18/01/2022) tanggal 18 
Januari 2022 

SOP/Prosedur yang ada telah sesuai dengan kegiatan PT Intraca Hutani Lestari 
di lapangan dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah 
diimplementasikan dalam kegaiatan : 

a) Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar sesuai 
kesepakatan 

b) Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 
Penanaman Pisang 

c) Penandaan Pohon Buah, Pohon Madu, Jakau dan Kuburan yang 
dilindungi oleh masyarakat sekitar 
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Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, 
tujuan,ruang lingkup, referensi penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, 
keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan. 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program 
prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, serta SOP telah 
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Verifier 
4.4.4 

: Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Intraca Hutani Lestari telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal dengan rincian 
sebagai berikut : 

No Desa Tanggal Dokumen/ 
Peserta 

Materi 

Tahun 2025 

1 Rian Rayo 14/10/2025 Foto - Sosialisasi Batas 
areal dan status 
Kawasan 

- Larangan jual beli 
atau pengalihan ha 
katas Kawasan hutan 

- Larangan menanam 
sawit di Kawasan 
hutan 

2 Maritam 14/08/2025 Foto BA Sosialisasi 
Pembentukan KTH di 
desa Maritam 

3 Bebakung 25/03/2025 Foto BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 

4 Kelising 20/3/2025 17 orang 
Foto 

BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 

5 Bekiliu 3/02/2025 44 orang 
Foto 

BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 

6 Periuk 2/04/2025 15 orang 
Foto 

BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 
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7 Mendupo 7/04/2025 11 orang 
Foto 

BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 

8 Kelembunan 10/03/2025 7 orang 
Foto 

BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 

Tahun 2026 

1 Bekiliu 29/06/2026 9 orang 
Foto 

BA Sosialisasi di desa 
Bebakung meliputi : 
RKT, CSR, Amdal, 
Dalkarhutla, dll 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi sosialisasi program prioritas 
tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah 
disosialisasikan, namun belum dilakukan pada seluruh desa binaan. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT 
Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, 
namun tidak rutin dilakukan seperti yang tertera dalam BA Sosialisasi, serta 
materi sosialisasi hanya terkait blok RKT tahun berjalan terhadap wilayah desa 
yang masuk dalam Blok RKT.  
PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
kepada masyarakat, akan tetapi tidak disampaikan terkait program prioritas 
tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. 

e. Verifier 
4.4.5 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola 
Sosial Tahun 2025 - 2026 sebagai berikut : 
1. Realisasi Kelola Sosial/CD CSR PT IHL Tahun 2025, sebesar 114 % 
2. Realisasi Kelola Sosial /CD CSR Semester I PT IHL Tahun 2026, sebesar 

57,23 % (6 bulan)  
Rata-rata realisasi kelola sosial sebesar 114 % 

Realisasi kegiatan kelola sosial PT Intraca Hutani Lestari tahun 2025 – 2026 
meliputi :  
1) Honor Aparat Pemerintah, Tokoh Adat dan Tokoh Desa (14 desa sekitar) 
2) Beasiswa untuk 8 desa sekitar (Desa Bebakung, Kujau, Sebidai, Bekiliu, 

Kelembunan, Maritam, Sebawang dan Periuk) secara bergantian 
3) Bantuan Hari besar agama umat kristen (Natal) 
4) Bantuan alat berat untuk perbaikan jalan dan penggusuran lahan untuk 

sarpras desa 
5) Kerjasama Kemitraan  dengan KTH Berayung Feruyud desa Sapari Kec. 

Muruk Rian 
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6) Kerjasama PHBM PT Intraca Hutani Lestari dengan warga Masyarakat sekitar 
untuk Penanaman Pisang 

7) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal oleh PT IHL tahun 2025 & 2026 rata-rata 
sebesar 53,22 %  

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan PT Intraca Hutani 
Lestari  tahun 2025 – 2026, rata-rata sebesar  114 % dari rencana, akan tetapi 
masih belum maksimal dan belum ada realisasi kegiatan terkait peningkatan 
ekonomi produktif dan kegiatannya sebagian besar berupa pembayaran honor 
aparat desa dan tidak dilaporkan ke instansi yang berwenang secara periodik.
  

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 17 / 24 x 100% = 70,83 %  ( SEDANG )   

 

5. Indikator 
4.5 

: Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

a. Verifier 
4.5.1 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya dan implementasinya tertuang dalam :  
1) Peraturan perusahaan periode 2024-2026 yang telah disahkan berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Kab. Tana Tidung Nomor: 
500.12.1/001/DTKT-KTT/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang 
Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari 
Tahun 2024 - 2026 

2) Tersedia BA Sosialisasi PP PT Intraca Hutani Lestari tanggal 4 Maret 2026 
(peserta 59 orang) 

3) Terdapat Surat Pernyataan General Manager PT IHL tertanggal 8 Januari 
2024  dan 2 Juni 2026 yang menyatakan bahwa Managemen PT IHL tidak 
melarang tenaga kerja atau buruh untuk memebentuk sebuah serikat buruh di 
lingkungan PT Intraca Hutani Lestari 

4) Terdapat Serikat Pekerja di PT IHL dengan nama SP “Kesatuan Serikat 
Pekerja Nasional” yang disahkan oleh DPW FKSPN Prov. Kaltara pada 
tanggal 24 April 2026 dengan Ketua Daniel Bria 

5) Terdapat Surat Permohonan General Manajer PT IHL yang ditujukan kepada 
Kepala Disnakertrans Kab. Tana Tidung Nomor 001/HRD-IHL/XII/2054 
tentang Permohonan Pencatatan Pembentukan LKS Bipartit tertanggal 15 
Desember 2025 (dilengkapi dengan sususan kepengurusan LKS Bipartit) 

6) PT Intraca Hutani Lestari telah menjadi anggota APHI dengan nomor 
keanggotaan nomor : 275 

7) Tersedia dokumen Laporan ketenagakerjaan PT Intraca Hutani Lestari tahun 
2025 dan tahun 2026 (lengkap) 

8) Terdapat contoh SPK an. Matius Sambira (PKWT) dan Agustinus Boli 
(PKWT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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9) Tersedia SOP Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
Nomor Dokumen : 08/HRD/15/I/2023, dibuat oleh Manager Forest Protection 
diperiksa oleh Operational Manager dan disahkan oleh General Manager 

10) PT IHL memiliki Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan yang 
lengkap 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT IHL (an. D dan R ), diperoleh informasi 
bahwa PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen sarana hubungan industrial, 
serta telah diimplementasikan seluruhnya. 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen sarana hubungan industrial, 
serta memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
disepakati dan telah diimplementasikan seluruhnya. 

b. Verifier 
4.5.2 

: Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir 
yang dituangkan dalam : 
a) Struktur organisasi PT Intraca Hutani Lestari tanggal 15 Desember 2025 
b) Peraturan Perusahaan (PP) PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2024 - 

2026 Bab II (Pasal 4) tentang Mutasi, Promosi dan Demosi Karyawan 
c) SOP Jenjang Karir (No. Dokumen 02/HRD/12/XI/2024), tidak ada tanggal 

terbit? 
Implementasinya kebijakan standar jenjang karier PT Intraca Hutani Lestari 
meliputi : 
1. SK Pengangkatan Karyawan an. AF dari Staff menjadi Supervisor mulai 1 

Maret 2026 (dilengkapi dengan form penilaian karyawan) 
2. SK Pengangkatan Karyawan an. AH dari Staff menjadi Supervisor mulai 1 

Maret 2026 (dilengkapi dengan form penilaian karyawan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD, menyatakan bahwa realisasi promosi 
sesuai dengan yang diusulkan oleh masing-masing departemen dan jabatan yang 
ada telah terisi semua. 
Implementasi:  
 Dokumen Acuan Standar Jenjang Karir (50%)  
 Penilaian Kinerja Karyawan (50%)  
 SK Promosi Karyawan (100%)  
 Kebutuhan dan Kepentingan Operasional  (60%)  

Rata-rata prosentase pencapaian sebesar : (50+50+100+50) % : 4 = 65,0 % 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari IHL telah memiliki kebijakan standar jenjang karier 
yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada 
periode tahun 2025-2026 telah diterapkan sekitar 65,0 %. 

c. Verifier 
4.5.3 

: Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme tertuang dalam  Peraturan 
Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari Periode 2024 - 2026 Bab VIII Pasal 20 
tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Implementasi pengembangan kompetensi SDM melalui rencana dan realisasi 
pengembangan karyawan melalui pelatihan sebagai berikut : 
1) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2025 sebanyak 22 orang 
2) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2026 sebanyak 4 orang 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM 
dan telah diimplementasikan, namun pada struktur organisasi masih terdapat 
perangkapan jabatan, dan belum tersedia rencana kebutuhan untuk peningkatan 
kompetensi SDM, Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD, disampaikan 
bahwa sampai saat ini pelatihan atau diklat di PT Intraca Hutani Lestari dilakukan 
apabila ada undangan/pemberitahuan dari pihak ke-3 (penyelenggara). 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekamisme pengembangan kompetensi 
SDM, namun belum dibuat rencana pengembangan SDM sesuai dengan 
kebutuhan Perusahaan (hanya tersedia realisasi pengembangan SDM), realisasi 
pelatihan mencapai 62,5 %. (berdasarkan rencana dalam dokumen RKT). 

d. Verifier 
4.5.4 

: Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : Baik  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Kebijakan PT Intraca Hutani Lestari terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya  meliputi : 
a) Peraturan Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari periode 2024 - 2026, Bab VI 

- VIII Pasal 13 - 19, tentang  Fasilitas Tunjangan Khusus, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Jaminan Kesejahteraan dan Ibadah, Fasilitas Pengobatan 
di Camp 

b) SK Gubernur Kalimantan Utara nomor : 100.3.3.1/185/2024 tanggal 17 
Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, 
sebesar Rp.3.702.905,- 

c) SK Gubernur Kalimantan Utara nomor : 100.3.3.1/706/2025 tanggal 22 
Desember 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Tidung Tahun 2026, 
sebesar Rp.3.870.800,- 

d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. F dan D, upah yang diterima diatas  
UMK Kab. Tana Tidung yang berlaku. 

e) Gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 26, selama ini pembayaran lancar 
dan tidak pernah terlambat 

f) PT Intraca Hutani Lestari memiliki bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjan 
bulan Maret 2026 sebesar Rp. 64.486.120,- dan bulan Mei 2026 sebesar Rp. 
60.568.333,- serta contoh kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan an. Yuliati dan 
Ferri 

g) PT Intraca Hutani Lestari memiliki bukti pembayaran BPJS Kesejahteraan 
bulan Mei 2026 sebesar Rp. 13.091.157,- dan bulan Juni 2026 sebesar Rp. 
13.091.157,- serta contoh kartu peserta BPJS Kesehatan an. Dorkas dan Ferri 

h) Di Camp PT Intraca Hutani Lestari tidak ada Klinik Perusahaan, namun 
tersedia kota P3K dan apabila ada karyawan yang sakit dirujuk ke Puskesmas 
terdekat (Pustu Rian Rayo) dengan fasilitas BPJS dan jika Pustu tidak mampu 
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selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di ibukota kabupaten (Tideng 
Pale) dengan jarak tempuh 30 menit.  

i) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Base Camp Rian (Camp Induk) dan Camp 
Produksi di Betayau & Kujau, cukup lengkap dan memadai 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. D dan R) diperoleh informasi bahwa PT  Intraca 
Hutani Lestari telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan 
ketentuan. 

PBPH PT Intraca Hutani Lestari memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan 
kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan lainnya, telah 
diterapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 15 / 18 x 100% = 83,33 %  ( BAIK )   
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA 
INDIKATOR yang dicapai = 41 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 65,08 % dengan 
perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai 
Kematangan 

Indikator 

Nilai Kinerja 
Indikator Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Buruk 1 3 

1.3 Sedang 2 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Buruk 1 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Sedang 2 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Sedang 2 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Baik 3 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 41 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 41 / 63 x 100% = 65,08 % 
SEDANG 
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4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengelolaan 

a. Verifier 
1.1.1.a 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka 
diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK PBPH PT Intraca Hutani 
Lestari (PT IHL) telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan 
keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : 
- Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 838/Kpts-

II/1999 tanggal 05 Oktober 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No 
:13/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas  
Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 
kepada PT Central Cipta Murdaya. Mengubah nama badan hukum yang tercantum pada 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, 
Lampiran Surat Keputusan dan Peta Areal Kerja yang semula atas nama PT Central 
Cipta Murdaya menjadi PT Intraca Hutani Lestari. 

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 
2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 838/Kpts-
II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas  Areal 
Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 

- Pada tahun 2021 PT Intraca Hutani Lestari mendapatkan addendum SK PBPH sesuai 
dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.1244/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/ 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang 
perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 838/Kpts-
II/1999 tanggal 05 Oktober 1999. Pada Addendum ini ditetapkan perubahan sepanjang 
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk 
Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 

b) Terdapat dokumen legalitas terkait perseroan antara lain sebagai berikut : 
- Akta Pendirian PT Intraca Hutani Lestari dengan Akte No. 189 oleh 

Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH tanggal 15 Agustus 1997 dan 
Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-5617 HT.01.01.TH.98 
tanggal 1 Juni 1998. 

- Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 20 tanggal 06 September 
2019, oleh Notaris Notaris Muhamat Hatta S.H, di DKI Jakarta, dan telah 
mendapat Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. AHU-
0078625.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 04 Oktober Maret 2014. 

- Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Intraca Hutani Lestari dengan NIB 
8120009990054 tertanggal 05 September 2018. 

- NPWP atas nama PT Intraca Hutani Lestari No. 01.831.638.0-071-000 yang diterbitkan 
oleh kantor KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan alamat Jl. Cikini Raya No, 78 
Cikini Menteng Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. 

b. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan 
(N/A jika tidak ada) 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Pada areal PBPH PT Intraca Hutani Lestari diverifikasi terdapat 
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu Persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas 332,05 hektar yaitu 
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untuk jalan negara, jalan arteri dan jaringan sutet, dengan rincian sebagai 
berikut : 

No 
Nama 

Pengguna 
Janis 

Perizinan No Izin 

Luas  
masuk 
dalam 
areal 
(Ha) 

Keterangan 

1 PUPR PPKH 726/MENLHK/SETJEN 
/PLA. 0/7/2022 Tanggal 
15 Juli 2022 

124,62 Jalan 
Negara 

2 Bupati 
Tana 
Tidung 

PPKH 578/Menhut-II/2012 
Tanggal 05 Oktober 
2012 

168,54 Jalan Arteri 
Kab. Tana 
Tidung 

3 PT PLN 
Persero 

PPKH 52/1/IPPKH/PMDN/2018 
Tanggal 04 Juni 2018 

38,89 Jaringan 
SUTET 

 Jumlah   332,05  

b) Berdasarkan pemeriksaan pada lokasi PPKH yang masuk di dalam areal 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari dijumpai diantaranya sebagai berikut : 
- Lokasi PPKH jalan negara (PUPR) yang melintas dari arah Bulungan 

dan Tana Tidung menuju ke Malinau melewati areal PT Intraca Hutani 
Lestari di lapangan berupa jalan aspal dengan sampling koordinat N 30 
31’ 1,756”; E 1160 55’ 59,309” dan terdapat patok batas di sepanjang 
jalan; 

- Lokasi PPKH jaringan SUTET PLN melalui areal PT Intraca Hutani 
Lestari dan di lapangan berupa pembangunan tower jaringan listrik 
dengan sampling koordinat N 30 31’ 12,63”; E 1160 56’ 27” dan N 30 30’ 
23,496”; E 1160 44’ 33,186”. 

 

2. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 
2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-
HTI) Tahun 2018 Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah disetujui oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat 
Keputusan No. SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 
2018. SK RKUPHHK-HTI ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. 
Hilman Nugroho / NIP. 19590615 198603 1 004 dan berlaku selama 10 
(sepuluh) tahun sampai dengan 31 Desember 2026. 

b) Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026 telah dilengkapi dengan 
lampiran Peta Rencana Tata Ruang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 
dengan Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Direktur Utama (Dra. Siti Hartati 
Murdaya) dan disetujui oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, U.B Direktur Usaha 
Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.S/ NIP. 19821119 199003 1 001).  
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c) Dalam dokumen SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT Intraca hutani Lestari 
periode 2017 - 2026 di sebutkan beberapa hal penting antara lain : 
1) Bahwa untuk melaksanakan perbaikan tata kelola gambut pada areal 

IUPHHK-HTI areal yang merupakan ekosistem gambut perlu dilakukan 
perlindungan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, pemeliharaan 
kawasan gambut dan pemulihan ekosistem gambut sesuai peraturan 
perundang undangan; 

2) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ± 475 ha dan Fungsi Budidaya 
Ekosistem Gambut seluas ± 1.139 Ha, dialokasikan sebagai Kawasan 
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut; 

3) Rencana penyiapan lahan untuk jangka waktu sepuluh tahun periode 
tahun 2017 - 2026 seluas ± 34.778 Ha yang terdiri atas : 
 Tanaman Pokok seluas ± 33.284 Ha yang terdiri dari ± 26.756 Ha pada daur 

pertama dan seluas ± 6.528 Ha pada daur ke dua; 

 Tanaman Kehidupan seluas ± 8.412 Ha. 
4) Rencana penanaman untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2017-2026, yaitu : 

1. Tanaman pokok penghasil kayu pertukangan dengan jenis Sengon (Paraserianthes 
falcataria), Jabon (Antocephalus cadamba), Acacia mangium, Jati dan Mahoni 
seluas ± 33.284 Ha yang terdiri dari ± 26.756 Ha pada daur pertama dan seluas ± 
6.528 Ha pada daur kedua; 

2. Tanaman kehidupan dengan jenis Meranti, Durian, Lai, Rambutan, Manggis dan 
Karet seluas ± 8.412 Ha. 

5) PT Intraca Hutani Lestari dilarang untuk melakukan penanaman kembali pada areal 
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas seluas ± 475 ha dan Fungsi 
Budidaya Ekosistem Gambut seluas ± 1.139 Ha yang di alokasikan sebagai Kawasan 
Fungsi Lindung Ekosostem Gambut. 

Selain itu untuk periode 10 tahun kedepan PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki 
dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 2026 
Periode Tahun 2027 – 2036 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 4384 TAHUN 2026 
tanggal 7 Mei 2026 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari 
2027 sampai dengan 31 Desember 2036. Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 
- 2026 telah dilengkapi dengan 2 (dua) peta yaitu a) lampiran Peta RKUPH PBPH 
PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2027-2036 dengan Skala 1 : 50.000 dan 
b) lampiran Peta RKUPH PBPH PT Intraca Hutani Lestari Pada Penutupan Lahan 
Periode Tahun 2027-2036 dengan Skala 1 : 50.000. Kedua peta RKUPH tersebut 
dibuat oleh GANISPH Canhut (Aceng Hidayatuloh/ No. Reg. 01240022593) dan 
diketahui oleh Direktur (Prajna Murdaya) serta disetujui oleh An. Menteri 
Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ir. Laksmi Wijayanti, 
MCP/ NIP. 19690205 199503 2 001). 

b. Verifier 
2.1.2.a 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 
 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 

IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-
HTI) Tahun 2018 Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah disetujui oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat 
Keputusan No. SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 
2018. SK RKUPHHK-HTI ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. 
Hilman Nugroho / NIP. 19590615 198603 1 004 dan berlaku selama 10 
(sepuluh) tahun sampai dengan 31 Desember 2026. 

b) Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026 telah dilengkapi dengan 
lampiran Peta Rencana Tata Ruang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 
dengan Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Direktur Utama (Dra. Siti Hartati 
Murdaya) dan disetujui oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, U.B Direktur Usaha 
Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.S/ NIP. 19821119 199003 1 001). 

c) Selain itu untuk periode 10 tahun kedepan PT Intraca Hutani Lestari telah 
memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 
2026 Periode Tahun 2027 – 2036 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 4384 
TAHUN 2026 tanggal 7 Mei 2026 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 
tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2036. Dokumen 
RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026 telah dilengkapi dengan 2 (dua) peta yaitu 
a) lampiran Peta RKUPH PBPH PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2027-
2036 dengan Skala 1 : 50.000 dan b) lampiran Peta RKUPH PBPH PT Intraca 
Hutani Lestari Pada Penutupan Lahan Periode Tahun 2027-2036 dengan 
Skala 1 : 50.000. Kedua peta RKUPH tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut 
(Aceng Hidayatuloh/ No. Reg. 01240022593) dan diketahui oleh Direktur 
(Prajna Murdaya) serta disetujui oleh An. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP/ NIP. 19690205 199503 
2 001). 

d) Pada rentang waktu audit (Januari 2025 s.d Juni 2026), dokumen RKTPH yang 
diverifikasi ada 2 yaitu RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026, dengan 
uraian sebagai berikut: 
 Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2025 PT Intraca Hutani Lestari yang disusun 

secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur PT Intraca 
Hutani Lestari melalui SK Nomor : 003/IHL-SHM/MA/RKT/2025 tanggal 25 April 2025 
dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Buku RKTPH Tahun 
2025 dilengkapi dengan 2 (dua) peta yaitu a) lampiran peta RKTPH Tahun 2025 pada 
Rencana Penanaman dan Jaringan Jalan dengan skala 1 : 50.000 dan b) lampiran peta 
RKTPH Tahun 2025 pada Rencana Pemanenan, TPK, TPn dan Jaringan Jalan dengan 
skala 1 : 50.000. Kedua Peta RKTPH Tahun 2025 tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut 
(Aceng Hidayatuloh/ No. Reg. 01240022593) dan diketahui oleh General Manager 
Forestry (Ir. Mulia Adijaya, MM) serta disetujui dan disahkan oleh Direktur (Prajna 
Murdaya). 

 Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2026 PT Intraca Hutani Lestari yang disusun 
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur PT Intraca 
Hutani Lestari melalui SK Nomor : 011/IHL-SHM/MA/RKT/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026 
dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Buku RKTPH Tahun 
2026 dilengkapi dengan 2 (dua) peta yaitu a) lampiran peta RKTPH Tahun 2025 pada 
Rencana Penanaman dan Jaringan Jalan dengan skala 1 : 50.000 dan b) lampiran peta 
RKTPH Tahun 2026 pada Rencana Pemanenan, TPK, TPn dan Jaringan Jalan dengan 
skala 1 : 50.000. Kedua Peta RKTPH Tahun 2026 tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut 
(Aceng Hidayatuloh/ No. Reg. 01240022593) dan diketahui oleh General Manager 
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Forestry (Ir. Mulia Adijaya, MM) serta disetujui dan disahkan oleh Direktur (Prajna 
Murdaya). Adapun target murni RKTPH Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Target produksi pada Hutan Tanaman THPB RKTPH 2026 total luas 
1.135,72 Ha dan Volume 80.684,84 m3 dengan rincian sbb : 
- Jabon luas 129,57 Ha dengan volume 9.089,06 m3 
- Sengon luas 1.006,15 Ha dengan volume 71.595,78 m3 

b. Target produksi pada tanah kosong yaitu nol/ tidak ada; 
c. Target produksi pada LOA yaitu nol/ tidak ada; 
d. Target PWH, terdiri dari : 

- Menuju Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan Cabang 
0 Km, Panjang Kanal Utama 0 Km, Panjang Kanal Cabang 0 Km, 
jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 

- Dalam Blok : Panjang Jalan Utama 15 Km, Panjang Jalan Cabang 
8 Km, Panjang Kanal Utama 0 Km, Panjang Kanal Cabang 0 Km, 
jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 

e. Target Penyiapan lahan dan Penanaman RKTPH Tahun 2026 seluas 
1.135,72 Ha dengan rincian sbb : 
- Sengon pada LOA luas 0 Ha 
- Sengon pada semak belukar atau tanah kosong luas 0 Ha 
- Sengon pada Hutan Tanaman luas 1.135,72 Ha 

c. Verifier 
2.2.1.a 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari merupakan PBPH-HT yang memiliki data potensi dari 
tegakan kayu alam (tumbuh alami) dari areal LOA dan tegakan kayu tanaman 
yang tertuang dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). 

b) Adapun dokumen LHC yang tersedia pada rentang waktu audit yaitu LHC 
RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026, yaitu sebagai berikut : 
1) PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen LHC RKT Tahun 2025 

pada areal LOA dengan intensitas 100% seluas 917,49 Ha dan volume 
5.899,11 m3, dengan kelengkapan seperti Buku LHC dilengkapi tally 
sheet, RLHC, Berita Acara Pemeriksaan ITSP Hutan Alam, Pakta 
Integritas dan Peta sebaran pohon. 

2) PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen LHC RKT Tahun 2025 
dan 2026 pada areal tanaman menggunakan data pohon dari kegiatan 
Inventory pada petak kerja tebangan. Inventory merupakan kegiatan 
inventarisasi tanaman yang dilakukan 1 tahun sebelum penebangan. 
Intensitas sampling pada kegiatan Inventory yaitu sebesar 5% pada 
seluruh petak tanam dengan metode sistematik sampling with random 
start. Selanjutnya data hasil pengukuran PHI diolah dan dijadikan dasar 
untuk penentuan volume tebangan. Adapun dokumen LHC RKT Tahun 
2025 seluas 758,08 Ha dengan volume 51.823,60 m3 dan dokumen LHC 
RKT Tahun 2026 seluas 1.135,72 Ha dengan volume 80.684,84 m3 
dengan kelengkapan seperti Buku LHC dilengkapi tally sheet, RLHC, 
Berita Acara Pemeriksaan ITSP Hutan Alam, Pakta Integritas dan Peta 
Kerja ITSP HT. 
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c) Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada Blok RKTPH Tahun 
2025 dan Tahun 2026 dijumpai penandaan cruising yaitu : 
- Pada lokasi ITSP Hutan Alam di Blok RKTPH Tahun 2025 Petak M.2D 

pada koordinat N 30 20’ 17,896” dan E 1160 56’ 59,816” dijumpai 
penandaan berupa jalur cruising dengan pita orange dan label kuning 
berisi id barcode dengan nomor 3401A16IHLS0000000000173617, 
3401A16IHLS0000000000173603, 3401A16IHLS0000000000173582, 
3401A16IHLS0000000000173670, 3401A16IHLS0000000000173612, 
3401A16IHLS0000000000173643. 

- Pada lokasi ITSP Hutan Tanaman di Blok RKTPH Tahun 2025 Petak M.7G 
dan M.7E dijumpai Petak Ukur (PU) dengan penandaan berupa label 
orange dengan informasi yaitu nomor plot ukur, nomor pohon, panjang 
dan tinggi pohon. 

- Pada lokasi ITSP Hutan Tanaman di Blok RKTPH Tahun 2026 Petak M.5A 
dan M.6F dijumpai Petak Ukur (PU) dengan penandaan berupa label 
orange dengan informasi yaitu nomor plot ukur, nomor pohon, panjang 
dan tinggi pohon. 

d. Verifier 
2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup 
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PBPH PT Intraca Hutani 
Lestari, berupa Lampiran Peta RKTPH Tahun 2025 dan Peta RKTPH Tahun 
2026 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal 
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, KPPN, 
KPSL, Buffer Zone Gn Ruka, Lereng E, FLEG dan FBEG. Kawasan lindung 
tergambar di peta dengan warna merah. 

b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, 
terkait penandaan batas kawasan lindung, dijumpai penandaan batas yaitu : 
- Tanda batas Buffer Zone Gunung Ruka yang berbatasan dengan Blok RKT 

2024, yang penandaanya berupa plang/ sign board dan cat merah strip 2; 
- Tanda batas Sempadan Sungai Bergian yang berada di dalam Blok 

RKTPH 2025, yang penandaanya berupa plang/ sign board dan cat merah 
strip 2. 

e. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

:  PT Intraca Hutani Lestari memiliki lampiran peta penanaman dan pemanenan 
RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1 : 50.000 yang 
telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak/ kompartemen. Blok 
dan Petak/ Kompartemen RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 pada Blok 
Penanaman dan Pemanenan digambarkan dengan warna merah muda/ pink. 

 Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps 
terkait penandaan batas Blok dan petak dijumpai adanya penandaan, 
diantaranya: 
a. Batas blok RKTPH 2025 di Wilayah Betayau, Magang dan Tembalu ditandai dengan 

plang/ sign board warna hijau dengan tulisan warna putih dan tiang warna merah; 
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b. Batas blok RKTPH 2026 di Wilayah Magang dengan plang/ sign board warna hijau 
dengan tulisan warna putih dan tiang warna merah; 

c. Batas petak RKTPH 2025 ditandai dengan papan nama cat hijau dengan tulisan putih 
dan tiang warna merah dengan informasi nama petak; diantaranya yaitu petak T.30A, 
T.31D, T.31A, M.7H, M.7B, M.7C, M.7G, T.30A; 

d. Batas petak RKTPH 2026 ditandai dengan papan nama cat hijau dengan tulisan putih 
dan tiang warna merah dengan informasi nama petak, diantaranya yaitu petak M.5A, 
M.7D, M.6E, M.6F. 

f. Verifier 
2.2.1.d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Pada rentang waktu audit PT Intraca Hutani Lestari memiliki rencana 
pemanfaatan kayu hutan alam/ tumbuh alami untuk penyiapan lahan yang 
diizinkan dalam rangka pembangunan budidaya tanaman, dengan realisasi 
sebagai berikut : 

No 
Tahun 
RKTPH 

Rencana Realisasi 
Persentase 

(%) 
Ket 

Luas 
(Ha) Vol (M3) 

Luas 
(Ha) 

Vol 
(M3) Luas Vol 

1 2025 917,49 5.899,11 0 0 0 0 

Tidak ada 
kegiatan 
penebangan 
kayu alam 

2 2026 0 0 0 0 0 0 

Tidak 
direncanakan 
dalam 
RKTPH 
Tahun 2026 

b) Berdasarkan tabel diatas terdapat rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami 
untuk penyiapan lahan pada RKTPH Tahun 2025 di lokasi LOA seluas 917, 49 
hektar dengan volume 5.899,11 m3, namun demikian tidak terdapat realisasi 
penebangan kayu alam. 

c) Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada lokasi rencana penyiapan lahan 
untuk pembangunan budidaya tanaman di Blok RKTPH Tahun 2025 pada 
Petak M.2D berada pada koordinat N 30 30’ 17,846” E 1160 56’ 59,782” dan 
diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai yang diizinkan sesuai RKTPH Tahun 
2025. 

 

3. PRINSIP 
3 

: Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 
3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Pada periode audit (Januari 2025 s.d Juni 2026), PT Intraca Hutani Lestari telah 
membuat/ menerbitkan buku ukur dan telah terupload di SIPUHH yaitu mencakup 
hasil kegiatan pemanenan kayu tanaman pada RKTPH Tahun 2025 sedangkan 
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penebangan kayu alam dari LOA untuk penyiapan lahan tidak dilakukan atau Nihil, 
dengan rincian sebagai berikut : 
- Penerbitan Buku ukur pemanenan kayu tanaman pada RKTPH Tahun 2025 yaitu 

sebanyak 9 set buku ukur dengan jumlah 281 batang dan volume sebesar 136,27 
m3. 

- Penerbitan Buku ukur penebangan kayu alam/ tumbuh alami pada RKTPH Tahun 
2025 yaitu tidak ada/ Nihil. 

- Sedangkan pada RKTPH Tahun 2026 s.d saat audit 18 Juli 2026 tidak ada 
pemanenan kayu tanaman sehingga belum terdapat penerbitan buku ukur. 

b) Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar penerbitan 
LHP. Pada periode audit (Januari 2025 s.d Juni 2026), PT Intraca Hutani Lestari telah 
menerbitkan LHP dan telah terupload di SIPUHH mencakup hasil kegiatan 
pemanenan kayu tanaman pada RKTPH Tahun 2025 sedangkan penebangan kayu 
alam dari LOA untuk penyiapan lahan tidak dilakukan atau Nihil, dengan rincian 
sebagai berikut : 
- Penerbitan LHP pemanenan kayu tanaman pada RKTPH Tahun 2025 yaitu 

sebanyak 9 set LHP dengan jumlah 281 batang dan volume sebesar 136,27 m3. 
- Penerbitan LHP penebangan kayu alam/ tumbuh alami pada RKTPH Tahun 2025 

yaitu tidak ada/ Nihil. 
- Sedangkan pada RKTPH Tahun 2026 s.d saat audit 18 Juli 2026 tidak ada 

pemanenan kayu tanaman sehingga tidak terdapat penerbitan LHP. 

No No LHP Tgl LHP 
Jenis 
kayu 

Volume 

Btg m3 

1 
01A/IHL/LHP-
HT/IX/2025 

22 September 
2025 Jabon 69 47.82 

2 
01B/IHL/LHP-
HT/IX/2025 

22 September 
2025 Jabon 51 20.02 

3 
01C/IHL/LHP-
HT/IX/2025 

22 September 
2025 Jabon 33 7.61 

4 
02A/IHL/LHP-
HT/XI/2025 

26 November 
2025 Jabon 27 4.95 

5 
02B/IHL/LHP-
HT/XI/2025 

26 November 
2025 Jabon 64 28.81 

6 
02C/IHL/LHP-
HT/XI/2025 

26 November 
2025 Jabon 37 27.06 

 TOTAL  281 136.27 

c) Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada 
periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP pada 
RKTPH Tahun 2025 telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan RKT 
2025 yang telah ditetapkan oleh General Manager PT Intraca Hutani Lestari 
berdasarkan SK Nomor : 001/110/IHL/SK-TPK/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024. 

d) LHP pemanenan kayu tanaman di lokasi Kab. Bulungan pada RKTPH Tahun 2025 
diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Marlis Napitupulu dengan No. Register : 
23230008630 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 110423016 
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tanggal 6 April 2023, berlaku s.d 16 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH 
sebagai Penerbit LHP di TPK Hutan lokasi Kab. Bulungan (Magang Km 35) dengan 
Nomor : 115201826953 tanggal 22 September 2025, berlaku s.d 31 Januari 2025. 

e) Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di 
lokasi PBPH PT Intraca Hutani Lestari yaitu dijumpai diantaranya : 
- Petugas operator SIPUHH berjumlah 1 orang yaitu atas nama Rasyid 

Romadhoni, S.Hut, yang ditunjuk oleh General Manager; Adrison berdasarkan 
Surat Keterangan Nomor: 001/GM-IHL/SK/I/2022 Tanggal 1 Januari 2022. 

- Camp Rian : komputer, printer barcode dan jaringan internet (Telkomsel). 
- Kantor Betayau Km 22 : komputer, printer dan jaringan internet (Telkomsel). 

f) Berdasarkan dokumen LMKB periode Juni 2026 diverifikasi tidak terdapat stok kayu 
di lapangan dan produksi atas pemanenan kayu tanaman RKTPH Tahun 2025 
sejumlah 281 batang dengan volume sebesar 136,27 m3 seluruhnya telah digunakan 
sendiri sesuai BAP DKDS. Hasil uji petik di lokasi TPn dan TPK Hutan tidak terdapat 
stok kayu di lapangan yang belum di LHP-kan. 

b. Verifier 
3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 
angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal 
PBPH PT Intraca Hutani Lestari yaitu lokasi TPK Hutan dan TPK Antara, dengan 
rincian sebagai berikut: 
- Penetapan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara RKT 2025 berdasarkan Keputusan 

General Manager Nomor : 001/1100/IHL/SK-TPK/XII/2024 tanggal 10 Desember 
2024. Adapun lokasi TPK Hutan sebanyak 7 lokasi dan TPK Antara/ Logpond 
sebanyak 3 lokasi; 

- Penetapan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara RKT 2026 berdasarkan Keputusan 
General Manager Nomor : 009/1100/IHL/SK-TPK/II/2026 tanggal 23 Februari 
2026. Adapun lokasi TPK Hutan sebanyak 2 lokasi dan TPK Antara/ Logpond 
sebanyak 3 lokasi. 

b) Berdasarkan SK Penetapan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara, diverifikasi pada 
rentang waktu audit simpul PUHH yaitu TPK Hutan Km 22 (Wilayah Betayau) Kab. 
Tana Tidung, TPK Hutan Km 36 (Wilayah Magang) Kab. Bulungan dan TPK Antara 
Selanyut (Wilayah Bulungan), dengan rute tujuan sebagai berikut : 
- Dari TPK Hutan Km 22 (Wilayah Betayau) Kab. Tana Tidung menuju TPK 

Antara Selanyut menggunakan tronton dengan jarak kurang lebih ±22 km; 
- Dari TPK Hutan Km 36 (Wilayah Betayau) Kab. Tana Tidung menuju TPK 

Antara Selanyut menggunakan tronton dengan jarak kurang lebih ±36 km; 
- Dari TPK Antara Selanyut menuju Industri menggunakan Tongkang. 

c) Pada periode audit PT Intraca Hutani Lestari telah menunjuk GANISPH PKB sebagai 
penerbit SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui SIGANISHUT, 
yaitu sebagai berikut : 
- Penerbit SKSHHK TPK Hutan (Km 22 Betayau Kab. Bulungan) menuju TPK 

Antara Selanyut (Kab. Bulungan) diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 
Hasan Udin dengan No. Register : 23220008230; 
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- Penerbit SKSHHK TPK Hutan (Km 25 Tembalu Kab. Tana Tidung) menuju TPK 
Antara Selanyut (Kab. Bulungan) diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 
Diana Koswara dengan No. Register : 23230008205; 

- Penerbit SKSHHK TPK Antara Selanyut (Kab. Bulungan) menuju TPK Industri 
diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Christie Dino Wowor dengan No. 
Register : 23220008107; 

- P3KB di TPK Antara Selanyut (Kab. Bulungan) atas nama Rasyid Romadhoni 
dengan No. Register : 23230020250. 

d) Selain itu GANISPH Penerbit SKSHHK dan P3KB yang Aktif, yaitu sebagai berikut : 
- Penerbit SKSHHK TPK Hutan (Km 36 Magang Kab. Bulungan) menuju TPK 

Antara Selanyut (Kab. Bulungan) diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 
Diana Koswara dengan No. Register : 23230008205 sesuai SK Persetujuan 
Penugasan GANISPH Nomor : 110123064 tanggal 20 Januari 2023, berlaku s.d 
16 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di 
TPK Hutan (Km 36 Magang Kab. Bulungan) dengan Nomor : 116112647237 
tanggal 8 Juli 2026, berlaku s.d 31 Desember 2026; 

- Penerbit SKSHHK TPK Antara Selanyut & TPK Antara Km 0 Sekatak (Kab. 
Bulungan) menuju TPK Industri diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 
Christie Dino Wowor dengan No. Register : 23220008107 sesuai SK 
Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 110323034 tanggal 3 Maret 2023, 
berlaku s.d 16 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit 
SKSHHK di TPK Antara Selanyut & TPK Antara Km 0 (Kab. Bulungan) dengan 
Nomor : 112737207065 tanggal 7 Mei 2024, berlaku s.d 16 November 2027; 

- P3KB di TPK Antara Selanyut (Kab. Bulungan) atas nama Rasyid Romadhoni 
dengan No. Register : 23230020250 sesuai SK Persetujuan Penugasan 
GANISPH Nomor : 111123071 tanggal 29 November 2023, berlaku s.d 9 Oktober 
2028 dan SK Penempatan GANISPH sebagai P3KB di TPK Antara Selanyut (Kab. 
Bulungan) dengan Nomor : 116414389476 tanggal 7 Mei 2024, berlaku s.d 9 
Oktober 2028. 

e) Pada rentang waktu audit (Januari 2025 s.d Juni 2026), PT Intraca Hutani Lestari telah 
melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen 
SKSHHK atas pemanenan kayu tanaman sesuai ketentuan untuk melindungi kayu 
keluar dari TPK, yaitu seperti pada tabel berikut : 
- Penerbitan SKSHHK pada kayu alam/ tumbuh alami dari TPK Hutan menuju TPK 

Antara dan/ atau dari TPK Antara menuju Industri tidak ada atau NIHIL. 
- Penerbitan SKSHHK pada pemanenan kayu tanaman yaitu sebagai berikut : 

1) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Selanyut 
dengan menggunakan Tronton yaitu sebanyak 23 set dokumen SKSHHK 
dengan jumlah 722 batang dan volume sebesar 719,17 m3; 

2) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Selanyut menuju Industri tidak 
ada atau NIHIL. 

f) Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Selanyut telah 
diterima dan dimatikan oleh P3KB atas nama Rasyid Romadhoni dengan No. 
Register : 23230020250 dan terdapat pembubuhan stempel telah digunakan 
dihalaman depan dokumen SKSHHK, hal ini telah sesuai dengan BAB VII pasal 263 
ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan 
Kayu di Tujuan Pengangkutan. 
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g) Terdapat penerbitan dokumen kayu digunakan sendiri (DKDS) pada kayu tanaman di 
lokasi TPK Hutan dan TPK Antara selama periode audit sebanyak 3 set BAP DKDS 
dengan total sebanyak 2.481 batang dan volume 1.764,08 m3; 

h) Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman 
periode audit (Januari 2025 s.d Juni 2026) untuk lokasi TPK Hutan, TPK Antara 
Kapuak dan TPK Antara Selanyut, dengan rincian stok sebagai berikut : 
 Laporan Mutasi Kayu Bulat Pada Kayu Hutan Alam Selama Periode Audit 

No Uraian 
Volume 

Keterangan 
Btg M3 

A Stok Awal   1 Januari 
2025 

1 TPK Hutan - -  

2 TPK Antara Kapuak - -  

3 TPK Antara Selanyut - -  

 Jumlah  Stok Awal - -  

B Penambahan LHP    

1 RKTPH Tahun 2025 - - 

Periode 
Januari s.d 
Desember 
2025 tidak 
terbit LHP 
atau Nihil 

2 RKTPH Tahun 2026 - - 

Penebangan 
Kayu Alam 
(LOA) tidak 
direncanakan 
dalam 
RKTPH 
Tahun 2026 

 Jumlah LHP - -  

C 
Pengurangan Selama 
Periode Audit 

   

1 
Penggunaan Sendiri 
(DKDS) - -  

2 
SKSHHK TPK Hutan ke 
TPK Antara Selanyut - -  

3 
SKSHHK TPK Antara 
Selanyut ke Industri - -  

D Stok Akhir   30 Juni 2026 

1 TPK Hutan - -  

2 TPK Antara Kapuak - -  

3 TPK Antara Selanyut - -  

 Total Stok - -  
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 Laporan Mutasi Kayu Bulat Pada Kayu Hutan Tanaman Selama Periode Audit 

No Uraian 
Jabon Sengon Total 

Ket 
Btg m³ Btg m³ Btg m³ 

1 Stok Awal       1/1/2025 
 a. TPK Hutan - - 1,478 908.64 1,478 908.64  

 b. TPK Antara 
Kapuak - - - - - -  

 c. TPK Antara 
Selanyut - - 722 719.17 722 719.17  

 Jumlah  Stok 
Awal - - 2,200 1,627.81 2,200 1,627.81  

2 
Penambahan 
Selama 
Periode Audit 

       

a 
LHP Bulan 
September 
2025 

153 75.45 - - 153 75.45 
3 set 
LHP 

b 
LHP Bulan 
November 
2025 

128 60.82 - - 128 60.82 
3 set 
LHP 

 Jumlah 
Penambahan 

281 136.27 - - 281 136.27 
6 set 
LHP 

3 
Pengurangan 
Selama 
Periode Audit 

       

 
a. 
Penggunaan 
Sendiri 
(DKDS) 

       

 - TPK Hutan 281 136.27 1,478 908.64 1,759 1,044.91 
2 set BA 
DKDS 

 - TPK Antara 
Selanyut 

- - 722 719.17 722 719.17 
1 set BA 
DKDS 

 Jumlah 
DKDS 

281 136.27 2,200 1,627.81 2,481 1,764.08  

 b. 
Pengangkutan 

    - -  

 - TPK Hutan - - 722 719.17 722 719.17 

23 set 
SKSHHK 
dari TPK 
Hutan 
menuju 
TPK 
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Antara 
Selanyut 

 - TPK Antara 
Selanyut - - - - - -  

4 Stok Akhir       30 Juni 
2026 

 a. TPK Hutan - - - - - -  

 b. TPK Antara 
Kapuak - - - - - -  

 c. TPK Antara 
Selanyut - - - - - -  

 Jumlah  Stok 
Akhir 

- - - - - -  

i) Pada rentang waktu audit (Januari 2025 s.d Juni 2026) PT IHL belum menerbitkan 
dokumen SKSHHK tujuan ke industri sehingga tidak dapat dilakukan uji petik 
kesesuaian terhadap dokumen angkutan SKSHHK tujuan industri yang diterbitkan 
dengan dokumen realisasi jual beli kayu/ invoice. 

j) Adapun uji petik silang tersebut akan diverifikasi pada saat audit penilikan dan/ atau 
pada saat ada penerbitaan dokumen SKSHHK industri dan realisasi penjualan kayu 
ke industri. 

c. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Stok kayu di lapangan sesuai dokumen LMKB Juni 2026 di lokasi TPK Hutan dan TPK 
Antara yaitu NIHIL. Berdasarkan dokumentasi foto kegiatan pemanenan kayu 
tanaman periode tahun 2025 dan wawancara dengan Sdr. Rasyid Romadhoni selaku 
PIC VLHH Kayu diperoleh informasi bahwa penandaan pada kayu sengon atas LHP 
RKTPH Tahun 2025 yaitu berupa label warna orange berisi infromasi seperti nomor 
produksi, panjang pohon dan diameter pohon. 

b) Tanda PUHH yang tertera pada label orange pada kayu Jabon di TPn bisa ditelusuri 
asal usulnya mulai dari Nomor produksi sampai ke petak tebangan 

d. Verifier 
3.2.1.a 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Pada periode audit (Januari 2025 s.d Juni 2026) diverifikasi realisasi produksi/ LHP 
atas pemanenen kayu kayu tanaman yaitu sebanyak 136,27 m3. Terhadap jumlah 
volume tersebut telah diterbitkan kode billing tagihan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) atas kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 
secara online melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI). 
Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total kewajiban pembayaran PSDH atas 
volume 136,27 m3 adalah sebesar Rp. 1.144.668. 

b) Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanenan kayu tanaman periode audit 
telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara 
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(BPN) PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan transfer dari Bank Mandiri yaitu 
senilai Rp. 1.144.668. 

c) Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Intraca Hutani Lestari, diverifikasi 
bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status 
“lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP. 

e. Verifier 
3.3.1 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) 
dengan Nomor 005.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem 
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo 
Prima Karya sesuai dengan Surat Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK Nomor : 
5/SL-SVLK/017/IHL/6.2023 tanggal 27 Juni 2023.  Diverifikasi Sertifikat PHL PT 
Intraca Hutani Lestari ditetapkan tanggal 2 Februari 2025 dengan Predikat SEDANG 
dan masa berlaku dari tanggal 2 Februari 2025 s.d. 1 Februari 2031. 

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan 
Nomor : Sustainable PHL-65-01-0001 yang terbubuh pada dokumen SKSHHK, yang 
merupakan dokumen pengangkutan kayu dari TPn/ TPK Hutan sampai ke TPK 
Antara Logpond dan sampai tujuan akhir ke industri. 

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi 
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 

 

4. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 
penebangan 

a. Verifier 4.1.1 : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Intraca Hutani Lestari yang 
dapat diverifikasi adalah Dokumen ANDAL, Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 

b) Pada periode audit Resertifikasi S-PHL tidak terdapat perubahan pada 
dokumen AMDAL atas nama PT Intraca Hutani Lestari yang pada awal 
pengusulan bernama PT Intraca Wood Manufacturing. Oleh karena itu 
penyusunan dokumen Amdal dan dokumen lampirannya pada tahun 1996 
beserta dokumen persetujuannya masih atas nama PT Intraca Wood 
Manufacturing, dan hasil verifikasi dokumen AMDAL pada PT Intraca Hutani 
Lestari yang tersedia, sebagai berikut : 
1. Terdapat dokumen Laporan Utama Amdal dan Lampiran Amdal, 

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL beserta 
lampirannya dari ini telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut 
No. 157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996; 

2. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 45.600 masih mengacu 
pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan No. 1725/Menhut-IV/1994 
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tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen 
INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995; 

3. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh 
Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 
Agustus 1996; 

4. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 45.600 Ha masih 
mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan No. 1725/Menhut-
IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat 
Dirjen INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995. 

5. Dokumen AMDAL PT Intracawood Manufacturing disusun oleh 
Konsultan Pelaksana PT Aji Buana Asri dengan Direktur Utama Ir. H. 
Aten Suwanda yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti 
Blok IV lantai 5 Wing B Room 515 Jl. Gatot Subroto Jakarta. 

b. Verifier 
4.1.2.a 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Pada 
periode audit Penilikan Ke-1 S-PHL tidak terdapat perubahan dokumen RKL 
dan RPL atas nama PBPH PT Intraca Hutani Lestari yang disusun menjadi 
satu paket dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL, dan hasil 
verifikasi dokumen RKL dan RPL sebagai berikut :  
1. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Intracawood 
manufacturing beserta Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh 
Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 
Agustus 1996; 

2. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 45.600 Ha masih 
mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan No. 1725/Menhut-
IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat 
Dirjen INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995. 

b) Rencana Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan yang harus dilaksanakan 
antara lain yaitu : 
1. Kawasan Lindung 

a. Areal Sempadan Sungai seluas 2.340 Hektar 
b. Petak Pelestarian Plasma Nutfah dan Daerah 

Pengungsian/Perlindungan Satwa Liar 
- Areal Kering seluas 1.265 Ha 
- Areal Rawa/Gambut (dangkal) seluas 690 Ha 
- Buffer Zone Kawasan Lindung seluas 1.085 Ha 
- Areal dengan lerengan > 40 % seluas 270 Ha  

2. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi meliputi : 
a. Petak Ukur Permanen Seluas 200 Ha 
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b. Kebun/Tegakan Benih dan persemaian seluas10 Ha 
c. Sungai dan anak sungai seluas 595 Ha 
d. Batas Petak/komparrtemen seluas 2.312 Ha 
e. Batas HTI dengan areal lain seluas 675 Ha 
f. Batas HTI dengan PGM (Pemukiman dan Garapan Masyarakat) 

375 Ha 
g. Sarana & Prasarana (Jalan, Base Camp, TPK) seluas 1.713 Ha 

3. Areal Efektif untuk Produksi meliputi : 
a. Komponen Fisik– Kimia 

- Erosi Tanah 
- Sedimentasi dan Fluktuasi Debit Sungai 
- Hidrologi 
- Sifat Fisik tanah 
- Sifat Kimia tanah 

b. Komponen Biologi 
- Kondisi tumbuhan Hutan 
- Kondisi Hama Penyakit 
- Keanekaragaman dan Kelimpahan Satwa Liar serta Kualitas 

habitat Satwa Liar 
c. Komponen Sosial Budaya 

- Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Lokal dan Transmigran 
- Sikap Masyarakat terhadap HPHTI dan Lingkungan 
- Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 
- Peningkatan Sarana dan Prasarana 
- Peningkatan Pendapatan Daerah. 

c. Verifier 
4.1.2.b 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- 
kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai 
dengan matrik 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang 
tertuang dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan yang dibuat rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit 
laporan yang tersedia sbb: 
1. Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 

I tahun 2025; 
2. Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 

II tahun 2025; 
3. Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 

I tahun 2026. 
b) Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah 

disampaikan melalui online via Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai dengan Tanda Terima Elektronik (TTE) 
dan pelaporannya telah sesuai dengan tata waktunya. 
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c) Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang 
dijumpai di lapangan yang dilakukan secara sampling yaitu diantaranya : 
- Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung 

Buffer Zone Gunung Ruka yang berbatasan dengan Blok RKT 2024, 
yang penandaanya berupa plang/ sign board dan cat merah strip 2; 

- Kegiatan pengeloaan berupa pemeliharaan batas pada Kawasan 
lindung KPPN, Buffer Zone KL Gunung Ruka, Sempadan Sungai 
Seputuk, FBEG, FLEG dan KPSL berupa pengecatan kembali batas KL 
dengan cat merah strip 2; 

- Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan di kawasan lindung 
sempadan sungai seputuk, KPPN, Buffer Zone, FBEG, FLEG dan 
KPSL dengan jenis tanaman meranti, ulin, banggeris, kayu putih 
(Melaleuca cajuputi) dan buah-buahan; 

- Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung KPPN, 
Buffer Zone Gunung Ruka, sempadan sungai, FLEG, FBEG meliputi 
plang himbauan/ larangan dilarang membakar hutan/ lahan, menebang 
pohon dilindungi, dilarang berburu, jual beli lahan, membuka lahan/ 
berkebun, mendirikan bangunan; 

- Pemasangan plang himbauan/ larangan membakar hutan/ lahan, jual 
beli lahan, membuka lahan/ berkebun, mendirikan bangunan yang di 
pasang pada lokasi strategis; 

- Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang 
terpasang di Camp Rian dan Betayau; 

- Pemantauan suhu dan kelembaban udara dengan alat Hygrometer 
yang terpasang Camp Rian dan Betayau; 

- Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dengan menggunakan stik 
ukur yang dipasang pada S. Rian dan S. Magang; 

- Pemantauan Debit Air sungai di S. Rian dan S. Magang;  
- Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi dan stik erosi dengan 

rincian sebagai berikut: 
1) Metode bak erosi di lokasi Petak B.27B dan R.15C RKT 2024; 
2) Metode stik erosi di lokasi Petak B.27A dan R.15B RKT 2024. 

- Pemantauan kualitas air melalui uji Laboratorium sesuai Laporan Hasil 
Uji tanggal 3 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kualitas Air 
Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan 
meliputi parameter fisika (TSS & TDS), parameter kimia (pH, COD, 
BOD, Fe, Kalium), parameter Mikrobiologi (Total Coliform) pada 9 lokasi 
diantaranya Hulu & Hilir Sungai Magang, Hulu & Hilir Sungai Bekiliu, 
Hulu & Hilir Sungai Kasai, Hulu & Hilir Sungai Seputuk, Hulu Sungai 
Bergian;  

- Pemantauan kualitas tanah melalui uji Laboratorium sesuai Laporan 
Hasil Analisa Kimia Tanah tanggal 11 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh 
Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Borneo 
Tarakan pada 10 lokasi terkait parameter pH, bahan organik, Bray 1 
P2K5, Morgan K2O, Nilai Tukar Kation, KCI 1N, Fe dan Mn; 
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- Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama 
rentang waktu audit yaitu berupa 1) bantuan honor kepada Pemdes, 
Adat dan tokoh masyarakat; 2) bantuan pembuatan jalan tani; 3) 
bantuan duka; 4) bantuan BBM dan 5) bantuan beasiswa; 

- PT Intraca Hutani Lestari telah membentuk Regu Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) sesuai Struktur Organisasi 
Team Dalkarhutla PT IHL tanggal 5 Januari 2026. Diverifikasi jumlah 
regu inti sesuai SK tersebut yaitu 3 regu inti dengan total 48 personil, 
masing-masing regu berjumlah 16 orang dengan 1 diantaranya ketua 
regu. Jumlah regu inti dan anggotanya telah sesuai ketentuan 
PerMenLHK No.32 tahun 2016. Seluruh personil regu inti dalkarhutla 
belum memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan manggala agni. 

- Berdasarkan daftar list sarpras dalkarhutla PT Intraca Hutani Lestari 
sesuai laporan bulanan periode Juni 2026 yang terupload di Sipongi, 
kondisi sarpras masih minim dan belum lengkap sebagaimana yang 
dipersyaratkan sesuai PerMenLHK No.32 tahun 2016. 

 

5. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 
5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko 
dalam pencegahan kecelakaan kerja untuk masing-masing bagian/ departemen 
berdasarkan dokumen Laporan Mitigasi Resiko K3 tanggal 8 Januari 2024. 

b) Selanjutnya PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan 
dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional 
di lapangan diantaranya SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor Dokumen 
02/HRD/10/III/2024 Revisi Ke-2 tanggal 20 Maret 2024.. 

PT Intraca Hutani Lestari memiliki personil yang bertanggung jawab dalam 
implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah diajukan 
pengesahannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Utara sesuai Surat No. 001/IHL/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026, 
namun sampai dengan saat audit belum terdapat pengesahan dari instansi 
berwenang. 

b. Verifier 
5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PT Intraca Hutani Lestari memiliki daftar list peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) periode Juni 2026 yang dibuat oleh Ester (HSE Officer). Diverifikasi peralatan K3 
sesuai list terdiri dari 10 item. 

b) Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 
yang dimiliki oleh PT Intraca Hutani Lestari, yaitu berupa : 
- Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain 

kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar dan Gudang spare part.  
- Tersedia APD berupa Helm, Masker, Sarung tangan, Sepatu boot. Hasil pengamatan 

lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat 
bekerja. 

- Kotak P3K berisi obat-obatan tersedia di kantor Camp Rian. 
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- Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan. 
- Terdapat jalur evakuasi dan muster point yang dipasang di kantor jika terdapat 

keadaan darurat. 
- Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena 

menggunakan sistem lalulintas jalan umum, maka rambu lalu lintas sesuai dengan 
ketentuan berlalulintas di jalan umum. 

c. Verifier 
5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) PBPH PT Intraca Hutani Lestari telah membuat laporan K3 periode Januari 
2025 s.d Juni 2026 yang di dalamnya tercantum catatan kecelakaan kerja 
setiap bulannya. Laporan K3 yang memuat kecelakaan kerja telah 
disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sesuai surat tanda terima yang 
ditandatangani dan distempel oleh Disnakertrans Prov. Kaltara dengan 
penerima atas nama Muhammad Alwi. 

b) Terdapat arsip Laporan Catatan Kecelakaan Kerja periode Januari 2025 s.d 
Juni 2026 berupa laporan bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
PT Intraca Hutani Lestari dengan kejadian kecelakaan kerja yaitu NIHIL. 

c) Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan 
kerja di lingkungan kerja PBPH PT Intraca Hutani Lestari antara lain: 
1) Melakukan inspeksi Standar K3 kepada seluruh bagian terkait kesiapan bekerja dan 

penerapan K3 pada setiap bidang pekerjaannya. 
2) Melaksanakan Breefing K3 sebelum melakukan pekerjaan 
3) Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin sebulan sekali 
4) Pemberian / pembagian peralatan K3 APD seperti helm, sepatu boot, rompi dan APD 

lainnya kepada pekerja di lapangan.  
5) Pemasangan rambu-rambu Jalan. 
6) Pemberiaan Training P3K untuk karyawan. 
7) Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan. 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: a) Di dalam lingkungan kerja PT Intraca Hutani Lestari terdapat kepengurusan 
Serikat Pekerja, yaitu Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja 
Nasional (PUK FKSPN) PT Intraca Hutani Lestari. 

b) Diverifikasi PUK FKSPN PT Intraca Hutani Lestari Periode 2026 - 2031, 
telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah 
Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Provinsi Kalimantan Utara 
Nomor : S.KEP-012/DPW FKSPN/KU/IV/2026 tanggal 24 April 2026 tentang 
Pengesahan Susunan Kepengurusan Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat 
Pekerja Nasional PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2026 s/d 2031. 
PUK FKSPN PT Intraca Hutani Lestari periode 2026 – 2031 telah tercatat 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dengan 
Nomor Bukti Pencatatan 500.15.13.1/01/Penc-SP/DTKT-KTT/V/2026 tanggl 
5 Mei 2026. 




